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Desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit 
organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sejak 
lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan 
tanggungjawab yang besar bagi pemerintah desa, terutama dalam mengelola 
keuangan desa. Dengan mengalirnya sumber dana yang besar bahkan selalu 
mengalami kenaikan, tentunya menimbulkan rasa khawatir, ketidaksiapan Sumber 
Daya Manusia (SDM) akan menjadi pemicu utama mudah terjadinya 
penyimpangan (Utomo et al., 2018:52). Penyelewenangan tersebut dapat 
diminimalisir apabila dalam pengelolaan keuangan desa melaksanakan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan 
menganalisis prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa di 
Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan mendeskripsikan 
faktor pendukung dan penghambat implementasi prinsip-prinsip good governance 
dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kawedusan. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian 
ini yaitu 1) Partisipasi, 2) Aturan hukum, 3) Transparansi, 4) Akuntabilitas. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengelola keuangan 
desanya Pemerintah Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri 
telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam setiap tahap 
pengelolaan, namun prinsip partisipasi dan transparansi belum terlaksana dengan 
baik. Dalam pelaksanaan prinsip partisipasi masih perlu mendapat perhatian, karena 
masyarakat dinilai kurang partisipatif dan masih terdapat masyarakat yang absen 
tidak menghadiri Musrenbangdesa dengan tanpa alasan yang jelas. Adapun dalam 
pelaksanaan prinsip transparansi masih terdapat keterbatasan publikasi laporan 
pertanggungjawaban yang disampaikan hanya melalui banner dan dalam laporan 
pertanggungjawaban hanya disampaikan secara garis besar saja. Faktor pendukung 
pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan Desa 
Kawedusan yaitu akses internet yang memadai dan kebijakan dan peraturan yang 
jelas. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya penguasaan teknologi bagi 
aparatur desa, media informasi yang digunakan untuk publikasi laporan 
pertanggungjawaban masih terbatas, dan dana transfer desa yang sering terlambat. 
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The village has a strategic position and role as a government organizational 
unit that deals directly with the community. Since the birth of Law Number 6 of 
2014 concerning Villages, the village government has a great responsibility, in 
managing village finances. With the flow of large sources of funds and even always 
increasing, of course it creates a sense of worry, the unpreparedness of Human 
Resources (HR) will be the main trigger for deviations (Utomo et al., 2018: 52). 
This abuse can be minimized if the village financial management implements the 
principles of good governance. 
The purpose of this study is to identify, describe and analyze the principles 
of good governance in village financial management in Kawedusan Village, 
Plosoklaten District, Kediri Regency and describe the supporting and inhibiting 
factors for the implementation of good governance principles in village financial 
management in Kawedusan Village. This study uses a descriptive research method 
with a qualitative approach. The focus of this research is 1) Participation, 2) The 
rule of law, 3) Transparency, 4) Accountability. Data collection was done by 
interview, observation and documentation. 
The results of this study indicate that in managing village finances, the 
Kawedusan Village Government, Plosoklaten District, Kediri Regency has 
implemented the principles of good governance in every stage of management, but 
the principles of transparency and transparency have not been implemented 
properly. In its implementation, participation still needs attention, because the 
community is considered less participative and there are still people who do not 
attend the Village Musrenbang for no apparent reason. As for the implementation 
of the principle of transparency, there are still limitations to the publication of the 
accountability report which is submitted only through banners and in the 
accountability report it is only conveyed in outline. Factors supporting the 
implementation of the principles of good governance in the financial management 
of Kawedusan Village are adequate internet access and clear policies and 
regulations. Some of the factors used are the limited mastery of technology for 
village officials, the information media used for publication of accountability 
reports is still ongoing, and village fund transfers are often late. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem 
demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh 
rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem 
desentralisasi yang artinya penyerahan wewenang kepada pemerintah 
daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus pemerintahannya sendiri. 
Dengan penerapan desentralisasi memberikan kesempatan untuk 
menjalankan otonomi seluas-luasnya. Desa menjadi salah satu bagian 
penting dalam penyelenggaraan desentralisasi dan demokratisasi di daerah. 
Bintarto (1983:11) menerangkan bahwa desa merupakan suatu hubungan 
antara masyarakat dengan unsur-unsur lingkungan seperti fisiografi, 
ekonomi, sosial, politik dan budaya dan terdapat hubungan timbal balik 
dengan daerah-daerah lain. Sebagai wujud perhatian pemerintah kepada 
desa, pemerintah bahkan mengesahkan regulasi secara khusus yang 
mengatur tentang desa yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. Keuntungan yang didapat dengan lahirnya Undang-Undang 
ini pemerintah desa diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan dan 
mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi masing-masing 






Konsekuensi dengan adanya kewenangan dan tuntutan untuk 
mengurus pemerintahannya sendiri, maka diperlukan sistem 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Konsekuensi inilah yang 
akan dijalankan oleh pemerintah desa dan dibantu oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam mendukung pelaksanaan 
kewenangan desa tersebut maka dibutuhkan dana yang cukup memadai. 
Tata kelola pemerintah desa dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya 
aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan faktor kunci keberhasilan 
akan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
Tanpa adanya keuangan desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa 
tidak akan berjalan dengan baik bahkan “lumpuh”, karena keuangan desa 
diibaratkan “darah” dalam tubuh pemerintahan desa (Yabbar & Hamzah, 
2015:222).  
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 keuangan 
desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban. Nampaknya keseriusan pemerintah dalam 
upaya mensejahterakan desa patut diapresiasi, karena salah satu sumber 
kucuran dana yang didapat desa paling besar adalah dana desa. Dana desa 
merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara) yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan 





anggaran dana desa selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, anggaran 
untuk dana desa adalah sebesar Rp. 20,7 triliun, tahun 2016 mengalami 
kenaikan menjadi Rp. 47 triliun, sedangkan tahun 2017 menjadi Rp. 50 
triliun. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 60 triliun, dan pada tahun 2019 menjadi 
Rp. 70 triliun, adapun anggaran pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 
Rp 2 triliun, sehingga menjadi Rp 72 triliun. Dengan anggaran pada tahun 
2020 mencapai Rp 72 triliun, maka dapat diperkirakan rata-rata per desa 
mendapatkan Rp 960 juta.  
 
Grafik 1. 1 Anggaran dana desa dari tahun 2015-2020 
Sumber : djpk.kemenkeu.go.id 
 
Realitasnya sumber keuangan desa tidak hanya berasal dari APBN saja, 
melainkan dari berbagai sumber yang dikelompokkan berdasarkan 
Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, dan pendapatan desa lain yang sah. 
Sumber keuangan desa meliputi pendapatan asli desa, alokasi yang berasal 
dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi, Alokasi Dana Desa 





dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan pendapatan lain-
lain desa yang sah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa).  
Sumber keuangan yang didapat desa memang terdapat aspek positif. 
Namun, disisi lain apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik 
akan banyak menimbulkan permasalahan atau penyelewengan. Maka dalam 
mengelola keuangan desa aparatur pemerintah desa harus memiliki 
kompetensi baik berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku 
yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya (Atmadja & Saputra, 
2017:12). Kepala desa sebagai aktor utama dalam pengelolaan keuangan 
desa harus betul-betul memahami terkait pengelolaan keuangan desa. Salah 
satu bentuk dukungan pemerintah agar setiap desa dapat mengelola 
keuangan desa dengan baik, maka pemerintah telah menetapkan aturan dan 
pedoman terkait pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 
telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban. Adapun pengelolaan keuangan desa didasarkan atas 
asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan 






Dalam realitas pengelolaam keuangan desa yang diatur masih 
banyak ditemui dimensi kelemahan. Dengan mengalirnya sumber dana 
yang besar bahkan selalu mengalami kenaikan, tentunya menimbulkan rasa 
khawatir, ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadi 
pemicu utama mudah terjadinya penyimpangan (Utomo et al., 2018:52). 
Tendensi utama terjadinya penyelewengan atau korupsi lainnya disebabkan 
ketidakfahaman pemerintah desa terkait aturan dan kebijakan pengelolaan 
keuangan desa serta tanpa memahami esensi terhadap pentingnya 
pengelolaan keuangan desa (Sukimin, 2020:180). Pada umumnya 
pemerintah desa masih memiliki beberapa kelemahan yang dimiliki yaitu, 
kualitas sumber daya manusianya masih rendah, peraturan-peraturan 
mengenai pemerintahan desa masih belum sempurna, kemampuan dalam 
hal perencanaan pembangunan masih rendah, serta terbatasnya sarana dan 
prasarana untuk menunjang operasional administrasi desa (Wasistiono dan 
Tahir, 2006:24). Hambatan lain bagi desa adalah kurang adanya kontrol dari 
BPD, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan atau 
bahkan terkadang masyarakat juga tidak diberi ruang untuk berpendapat, 
sehingga dapat memicu besarnya tingkat penyelewengan atau korupsi di 
tingkat desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Ramadhan 
(dalam Kompas.com, 18 Februari 2020) mengatakan bahwa : 
“Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di 
sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh 
aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan 
sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus 





Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 
32,3 miliar.” 
 
Selanjutnya, apabila ditinjau dari kasus korupsi dari berbagai sektor, 
anggaran desa masih menjadi primadona untuk dikorupsi. Bahkan hingga 
tahun 2020, kasus korupsi anggaran desa masih menjadi tren, bahkan 
jumlah kasus korupsi anggaran desa masih menjadi kasus paling tinggi, hal 
tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini, 
Tabel 1. 1 Kasus korupsi dari berbagai sektor tahun 2020 
       Sumber : Laporan tahunan Indonesia Corruption Watch (ICW), 2020 
      Korupsi merupakan patologi berbahaya dalam tubuh birokrasi dan 
memiliki dampak yang besar terhadap proses pembangunan. Patologi 
birokrasi di Indonesia dinilai sudah termasuk dalam kategori sangat parah, 
karena telah menyebar ke seluruh tingkatan dalam organisasi pemerintahan 
baik dari tingkat pusat maupun daerah, kinerja birokrasi dalam pelayanan 
publik belum memberikan kepuasan masyarakat. Di Indonesia, perubahan 
birokrasi dalam organisasi publik dinilai lambat daripada organisasi bisnis. 
Dari beberapa unsur yang terdapat dalam birokrasi, aspek SDM-lah yang 





sulit untuk menerima perubahan (Haning, 2018:32). Dalam upaya 
memperbaiki citra birokrasi tersebut, maka salah satu jalan yang dapat 
diambil yaitu reformasi birokrasi. Moenek & Suwanda (dalam Radiansyah, 
2020:82) mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan suatu upaya 
melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan 
pemerintahan terutama terkait aspek kelembagaan (organisasi), 
ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia. Tujuan lain dari reformasi 
birokrasi adalah membangun kepercayaan publik dan menghilangkan citra 
buruk birokrasi pemerintahan. Adapun misi reformasi birokrasi adalah 
mengubah pola pikiran (mindset), pola budaya (cultural set), dan sistem tata 
pemerintahan menuju tata pemerintahan yang baik (good governance) 
(Rewansyah, 2010:139). 
      Governance atau kepemerintahan dalam praktik terbaiknya disebut 
good governance. Kata “good” didepan governance berarti “baik”, “sehat” 
atau tidak sakit. Kata baik (good) dalam istilah good governance 
mengandung dua makna. Pertama bermakna nilai-nilai yang menjunjung 
tinggi keinginan atau kehendak rakyat. Kedua bermakna aspek-aspek 
fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan 
tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Rewansyah, 2010:87). 
Secara sederhana dapat dipahami bahwa, apabila menciptakan pemerintah 
(government) yang baik, maka tata kelola pemerintah (governance) yang 
baik belum tentu tercipta. Namun, apabila kita menciptakan tata kelola 





dapat tercipta yang baik pula. Good governance secara sederhana sering 
didefinisikan sebagai kepemerintahan yang baik. United Nations 
Development Program (UNDP) (dalam Muhammad, 2010:18) 
mendefinisikan good governance sebagai proses penyelenggaraan 
pemerintahan yang dicirikan dengan rendahnya liberalisasi ekonomi dan 
lebih memfokuskan pada kondisi sosial ekonomi. Penerapan good 
governance memiliki tujuan utama yaitu tercapainya suatu kondisi 
pemerintahan yang selalu menjamin kepentingan publik serta melibatkan 
semua pihak atau stakeholder (Hardiyansyah, 2011:105).  
      Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas 
prinsip-prinsip didalamnya. Menurut UNDP (dalam Rewansyah, 2010:95) 
ada beberapa prinsip dalam praktik good governance yaitu partisipasi, 
supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, 
kesamaan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Baik dan 
buruknya pemerintahan dapat dinilai apabila telah bersinggungan dalam 
menerapkan prinsip-prinsip good governance. Demi mendukung 
terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan desa, maka dalam 
hal pengelolaan keuangan desa juga harus merujuk pada prinsip good 
governance. Sebagaimana dijelaskan oleh Rewansyah (2010:95) bahwa 
setidaknya terdapat empat prinsip utama yang harus ada sebagai unsur good 
governance yaitu akuntabilitas, transparansi, pasrtisipasi, dan supremasi 
hukum. Prinsip good governance tersebut juga selaras dengan asas-asas 





Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu akuntabel, transparan, 
partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dengan hal ini harapannya 
dapat melahirkan rasa kepercayaan publik atas kinerja pemerintah desa dan 
mewujudkan good governance terutama dalam hal pengelolaan keuangan 
desa.  
      Penerapan good governance bukan menjadi perkara baru, 
pemerintah telah mengupayakan berbagai cara dalam mewujudkan good 
governance, namun kenyataannya penerapan good governance belum 
optimal dilaksanakan. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Yanti et al., 
(2020) walaupun perkembangan reformasi yang sudah berjalan kurang lebih 
selama 12 tahun, namun penerapan good governance di Indonesia belum 
dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, masih banyak kecurangan dan 
kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua 
kunci utama dalam good governance. Beberapa penelitian terdahulu juga 
menunjukkan bahwa masih belum optimalnya penerapan good governance. 
Hal tersebut selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rosielita 
et al., (2017) bahwa dari beberapa prinsip good governance sudah 
dilaksanakan, namun dalam laporan pertanggungjawaban kepada 
masyarakat hanya disampaikan secara lisan dalam forum sehingga prinsip 
transparansi dan prinsip akuntabilitas belum terlaksana dengan baik. 
Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Utomo et al., (2018) 
menerangkan bahwa dalam upaya perwujudan prinsip good governance 





karena dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan 
bendahara, adapun masyarakat masih banyak yang belum mengetahuinya. 
Selain itu, dalam penelitian Priskila (2020) mengatakan bahwa pemerintah 
desa menganggap laporan keuangan desa tidak perlu dilaporkan kepada 
masyarakat dan masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan 
desa sehingga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan keuangan desanya belum sepenuhnya terlaksana dengan 
baik, sehingga harus membutuhkan upaya perbaikan.  
Adanya alokasi dana APBN untuk desa dengan jumlah yang besar, 
tentu perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi penting. 
Pentingnya pengelolaan keuangan desa tidak hanya karena jumlah dana 
APBN yang besar, namun juga kemampuan aparatur dalam pengelolaan 
keuangan yang berbeda-beda. Desa Kawedusan merupakan salah satu desa 
di Kabupaten Kediri yang menjadi desa penerima dana yang bersumber dari 
APBN dan APBD yang disalurkan melalui alokasi dana desa (ADD) dan 
dana desa (DD). Jumlah dana transfer yang diterima oleh Desa Kawedusan 
pada tahun 2020 cukup besar, yaitu Rp. 1.890.316.000,- namun kompetensi 
sumber daya aparatur pemerintah desa dengan rata-rata pendidikan akhir 
SMA/sederajat belum cukup kompeten dalam melaksanakan pengelolaan 
keuangan desa dengan jumlah cukup besar yang berbasis pada aplikasi 
sistem keuangan desa. Selain itu, tugas dalam melaksanakan seluruh input 
data pada sistem keuangan desa dilaksanakan oleh satu staf TI hal tersebut 





pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana pendapat Dhillon (dalam 
Pasaribu, 2014: 21) bahwa human error diklasifikasikan menjadi beberapa 
kategori, salah satunya eror pada proses operasi. Eror pada proses operasi 
berkaitan dengan batas waktu pekerjaan yang harus diselesaikan operator. 
Terjadinya eror pada proses operasi disebabkan oleh beberapa situasi salah 
satunya kompleksitas pekerjaan dan kondisi yang berlebihan atau terlampau 
kompleks. Kondisi tersebut menjadi pemicu terjadinya kendala pada 
pengelolaan keuangan desa di Desa Kawedusan. Berdasarkan alasan 
tersebut serta beberapa permasalahan yang masih ditemui oleh peneliti 
terdahulu yang menjelaskan belum terlaksananya prinsip good governance 
dengan baik, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam 
mengenai implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan 
keuangan desa khususnya prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, 
dan akuntabilitas. Berdasarkan pemaparan permasalahan yang disebutkan 
diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan tersebut untuk 
melaksanakan penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip 
Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa 
Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dapat dirumuskan ke 





1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dalam 
pengelolaan keuangan desa di Desa Kawedusan Kecamatan 
Plosoklaten Kabupaten Kediri? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi prinsip-prinsip 
good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa 
Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 
tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu : 
1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi 
prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa di 
Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. 
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor 
pendukung dan faktor penghambat implementasi prinsip-prinsip good 
governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kawedusan 
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. 
1.4 Kontribusi Penelitian 
Dengan melihat beberapa aspek yang ada, maka penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dan praktis 
sebagai berikut : 





1. Dapat digunakan sebagai bahan kajian atau memperluas 
perkembangan teori dalam Ilmu Administrasi Publik terutama 
implementasi prinsip-prinsip good governance dalam 
pengelolaan keuangan desa 
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau sumber informasi 
bagi peneliti selanjutnya terkait implementasi prinsip-prinsip 
good governance dalam pengelolaan keuangan desa. 
b. Kontribusi Praktis 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
masukan bagi perangkat desa di Desa Kawedusan Kecamatan 
Plosoklaten Kabupaten Kediri untuk meningkatkan dalam 
mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam 
pengelolaan keuangan desa.  
2. Dengan penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan serta 
menambah pengetahuan mengenai implementasi prinsip-prinsip 
good governance dalam pengelolaan keuangan desa. 
1.5 Sistematika Pembahasan 
Dalam upaya memberikan kemudahan dalam memahami isi 
proposal skripsi ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang 
logis dan sistematis maka peneliti dalam penulisan proposal skripsi ini 






BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi mengenai latar belakang yang mendasari 
peneliti untuk melakukan penelitian, selanjutnya menguraikan 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik 
secara praktis dan teoritis, serta terdapat sistematika penulisan.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab tinjauan pustaka ini akan dijelaskan mengenai 
paparan dan uraian teori-teori yang digunakan dalam penelitian. 
Teori yang dipaparkan dalam penelitian ini juga dapat digunakan 
sebagai instrumen analisis data yang telah didapat oleh peneliti di 
lapangan. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan 
oleh peneliti. Metode penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian, 
fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian beserta 
alasannya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
instrumen penelitian dan analisis data yang nantinya digunakan 
peneliti dalam pembahasan dari hasil yang telah didapatkan. 
BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi penyajian hasil penelitian yang didapat dari 
lapangan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan fokus penelitian 





dilakukan analisis data terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa 
Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. 
BAB V      PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil 
penelitian dan pembahasan serta sudah dilakuakn analisis. Bab ini 
juga memaparkan beberapa saran dari peneliti yang dapat digunakan 







BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Hasil dari penelitian terdahulu memiliki manfaat bagi peneliti yaitu 
dapat digunakan sebagai bahan kajian serta dapat memperkuat penelitian. 
Hal ini menjadi penting disajikan untuk mengetahui persamaan dan 
perbedaan terhadap penelitian yang telah dilakukan serta penelitian yang 
akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti menyajikan beberapa penelitian 
terdahulu sebagai berikut : 
1. Rosielita, Sulindawati, dan Sinarwat (2017) meneliti tentang 
Implementasi Good Governance pada Pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Telaga, 
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). Metode penelitian 
yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengelolaan APBDesa Telaga sudah sesuai Permendagri 
Nomor 113 Tahun 2014. Dalam implementasi prinsip good 
governance masih perlu diperbaiki terutama dalam prinsip 
transparansi, sebab masih melakukan pertanggungjawaban 






2. Utomo, Sudarmo, dan Suharto (2018) meneliti tentang 
Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan 
Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 
prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sudah 
dilaksanakan baik secara horizontal dan vertikal. Sedangkan, 
dalam prinsip transparansi dan responsivitas belum terlaksana 
dengan baik. Dalam prinsip transparansi beberapa pos dalam 
laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan 
bendahara desa saja. Dalam prinsip responsivitas juga masih 
perlu perbaikan sebab dirasa pemerintah desa hanya 
menampung keluhan tanpa adanya tindak lanjut.  
3. Wahyudi dan Pancawati (2018) meneliti tentang 
Keharmonisan dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam 
Mewujudkan Good Governance. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan menggunakan 
paradigma interpretif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengelolaan keuangan di Desa Uma Beringin telah berjalan 
sesuai dengan yang ditegaskan dalam Undang-Undang dan 
peraturan turunannya yakni transparan, akuntabel, dan 
partisipatif. Hal ini terlihat dari tahap perencanaan selalu 
mendengar aspirasi masyarakat melalui musrenbangdes. 





dengan transparan dan akuntabel secara tertulis dan melalui 
media informasi. 
4. Zaman dan Nurdiwaty (2020) meneliti tentang Penerapan 
Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (Studi pada Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung, 
Kabupaten Kediri). Metode penelitian yang digunakan yaitu 
deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengelolaan ADD di Desa Kampung Baru sudah 
memenuhi indikator yang digunakan dalam penelitian yaitu 
partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, masih 
memerlukan inovasi kedepannya seperti media yang 
digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
tentang penggunaan ADD. 
5. Rahmah dan Indayani (2020) meneliti tentang Analisis 
Penerapan Good Governance pada Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Peusangan 
Kabupaten Bireuen. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
metode penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan asas-asas pengelolaan 
keuangan desa agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang 
baik (good governance) dalam pelaporan dan 
pertanggungjawaban dana desa di Kecamatan Peusangan 





maksimal, masih ada desa-desa yang belum menerapkan asas-
asas pengelolaan keuangan desa dengan semestinya sesuai 
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, baik itu oleh pemerintah desa 
maupun dari masyarakat. 
Salah satu tujuan pemilihan penelitian terdahulu adalah sebagai 
referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian. Berdasarkan hasil 
eksplorasi pada sejumlah penelitian terdahulu, ditemukan beberapa 
penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini khususnya terkait 
pembahasan. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini 
memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian 
terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada pemilihan prinsip yang 
fokus pada empat prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi, aturan 
hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, keunggulan dari 
penelitian ini yaitu analisis dilaksanakan pada setiap tahap proses 
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Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengelolaan APBDesa 
Telaga sudah sesuai dengan 
aturan yang ada yaitu sesuai 
dengan Permendagri  Nomor 
113 Tahun 2014. Dalam 
implementasi prinsip-prinsip 
good governance cukup baik, 
namun dalam indikator 
transparansi masih perlu 
perbaikan karena masih 
melaksanakan 
pertanggungjawaban hanya 
secara lisan saja, tidak secara 
tertulis. 
Persamaan : 
Metode penelitian yang 
digunakan sama dengan 
penelitian yang akan 
dilakukan yaitu penelitian 
deskriptif kualitatif. 
Perbedaan : 
1. Lokasi penelitian 
terdahulu di Desa 
Telaga, penelitian 
sekarang di Desa 
Kawedusan. 



























Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa prinsip 
akuntabilitas sudah dilakukan 
melalui laporan 
pertanggungjawaban baik 
semesteran, tahunan maupun 
laporan keterangan 
pertanggungjawaban kepala 
desa. Sedangkan, prinsip 
transparansi belum terlaksana 
dengan maksimal karena 
beberapa laporan keuangan 
hanya diketahui oleh kepala 
desa dan bendahara saja. Selain 
itu, prinsip responsivitas dalam 
pelayanan keuangan juga belum 
terlaksana dengan maksimal, 
karena hanya sebatas ditampung 
namun tidak ada tindak lanjut. 
Persamaan : 
Metode penelitian yang 
digunakan sama yaitu 
deskriptif kualitatif. 
Perbedaan : 
1. Penelitian terdahulu 
fokus meneliti pada 
pengelolaan dana 
desa dan Alokasi 
Dana Desa (ADD).  



























Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengelolaan keuangan di 
Desa Uma Beringin telah 
berjalan sesuai dengan yang 
ditegaskan dalam Undang-
Undang dan peraturan 
turunannya yakni transparan, 
akuntabel, dan partisipatif. Hal 
ini terlihat dari tahap 
perencanaan selalu mendengar 
aspirasi masyarakat melalui 
musrenbangdes. Adapun dalam 
tahap pertanggungjawaban, 
laporan dibuat dengan 
transparan dan akuntabel secara 
tertulis dan melalui media 
informasi. 
Persamaan : 
Metode penelitian yang 






dan partisipasi. Sedangkan, 
penelitian yang akan 
dilakukan menggunakan 
prinsip akuntabilitas, 
transparansi, partisipasi, dan 
supremasi hukum. 






Alokasi Dana Desa 
(Studi pada Desa 
Deskriptif 
kualitatif 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengelolaan ADD di 
Desa Kampung Baru sudah 
memenuhi indikator yang 
digunakan dalam penelitian 
Persamaan : 
Metode penelitian yang 
digunakan sama dengan 









yaitu partisipasi, transparansi, 
dan akuntabilitas. Namun, 
masih memerlukan inovasi 
kedepannya seperti media yang 
digunakan untuk memberikan 
informasi kepada masyarakat 





1. Penelitian terdahulu 
fokus menelii tentang 
pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) 

























pada Pelaporan dan 
Pertanggungjawaba










Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan asas-asas 
pengelolaan keuangan desa agar 
terciptanya tata kelola 
pemerintahan yang baik (good 
governance) dalam pelaporan 
dan pertanggungjawaban dana 
desa di Kecamatan Peusangan 
Kabupaten Bireuen belum 
sepenuhnya diterapkan dengan 
maksimal, masih ada desa-desa 
yang belum menerapkan asas-
asas pengelolaan keuangan desa 
dengan semestinya. 
Persamaan : 
Metode penelitian yang 
digunakan sama yaitu 
deskriptif kualitatif. 
Perbedaan : 
Penelitian terdahulu hanya 
sebatas pada pelaporan dan 
pertanggungjawaban, 
sedangkan penelitian yang 
akan dilakukan meneliti 
mulai dari perencanaan 
sampai dengan pelaporan. 






1. Pengertian implementasi  
Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai 
pelaksanaan atau penerapan. Hal yang perlu diperhatikan dalam 
persiapan implementasi adalah memikirkan berbagai kemungkinan baik 
keberhasilan maupun kegagalan terhadap pelaksanaan program yang 
ingin dicapai. Menurut Wijaya & Supardo (dalam Pasolong, 2007:57) 
mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan 
suatu rencana ke dalam praktik. Mazmanian dan Sabatier (dalam 
Wahab, 2004:65) juga menjelaskan makna implementasi dengan 
mengatakan bahwa :  
“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan 
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-
usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan 
akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.” 
 
Gordon (dalam Pasolong, 2007:58) menerangkan bahwa implementasi 
berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi 
program. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 
2004:65) merumuskan bahwa proses implementasi ini sebagai  
“those actions by public or private individuals (or groups) that 
are directed at the achievement og objecives set forth in prior 
policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 
individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-





Sering ditemui bahwa masih banyak yang beranggapan bahwa 
implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah 
diputuskan oleh para pengambil keputusan. Namun dapat dilihat 
seberapa baik rencana yang dibuat apabila tidak dilaksanakan dengan 
baik dan benar, maka rencana tersebut akan sia-sia. Dari beberapa uraian 
diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi merupakan 
suatu tindakan atau pelaksanaan terhadap rencana yang telah disusun 
secara matang untuk mencapai suatu tujuan.  
2. Faktor-faktor implementasi 
Keberhasilan suatu implementasi dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:142) 
mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan 
suatu implementasi, yaitu : 
1. Ukuran dan tujuan kebijakan 
Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dan 
melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai. 
2. Sumberdaya 
Keberhasilan proses implementasi sangat tergantung dari 
kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Manusia 







3. Karakteristik pelaksana 
Keberhasilan proses implementasi dipengaruhi oleh ciri-ciri yang 
tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. 
4. Sikap para pelaksana 
Sikap penerimaan dan penolakan dari pelaksana akan sangat 
banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu proses 
implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh para pembuat 
kebijakan. 
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 
Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak yang terlibat 
dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan 
sangat kecil terjadi. 
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 
Hal terakhir yang tidak kalah penting yaitu sejauh mana 
lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan dalam proses 
implementasi. 
2.3 Good Governance 
1. Pengertian good governance 
Secara umum good governance diartikan sebagai kualitas 
hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan 
dilindunginya. Arti good dalam good governance mengandung 2 
(dua) pengertian, pertama, merupakan nilai-nilai yang menjunjung 





meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional 
kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari 
pemerintahan yang efektif dalam upaya pencapaian suatu tujuan. 
United Nations Development Program (UNDP) (dalam 
Muhammad, 2010:18) mendefinisikan good governance sebagai 
proses penyelenggaraan pemerintahan yang dicirikan dengan 
rendahnya liberalisasi ekonomi dan lebih memfokuskan pada kondisi 
sosial ekonomi. Sedangkan Rochman (dalam Rewansyah, 2010:85) 
menjelaskan bahwa good governance merupakan suatu mekanisme 
pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor 
negara dengan non sektor negara dalam suatu usaha kolektif. Selain 
itu, Sedarmayanti (2004:76) juga menerangkan bahwa good 
governance merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan yang 
juga dapat disebut sebagai administrasi pembangunan. Maka ia 
berpendapat bahwa pemerintah merupakan agent of change dari suatu 
masyarakat. Dalam good governance tidak hanya pemerintah, tetapi 
juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang 
terorganisir, seperti LSM, asosiasi kerja, bahkan paguyuban.  
Menurut Manalu sebagaimana yang dikutip oleh Hanafi dan 
Hermawan (2015:12) good governance merupakan : 
“good governance is good governance. There are three 
elements involved in governance, namely government, 
business and society. All three relations must be in a position 
parallel to and control each other to avoid the domination or 





component is higher than other components, there will be a 
dominant power over the two other component” 
 
Bahwa good governance adalah tata kelola yang baik. ada tiga 
komponen yang terlibat dalam good governance, yaitu pemerintah, 
dunia usaha, dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi 
sejajar dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan atau 
eksploitasi oleh salah satu komponen terhadap komponen lainnya. 
Apabila salah satu komponen lebih tinggi dari komponen yang lain, 
maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.  
Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa good governance merupakan suatu interaksi antara beberapa 
sektor yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga sektor 
tersebut untuk saling bersinergi mengelola sumber daya yang dimiliki 
untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik untuk 
kepentingan masyarakat. 
2. Prinsip-prinsip good governance 
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance) terdapat prinsip-prinsip 
good governance yang harus diperhatikan sebagai bahan acuan atau 
tolok ukur kinerja suatu pemerintahan. Dalam segi aspek fungsional 
dari good governance dapat ditinjau dari seberapa efektif dan efisien 
dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut 
Sedarmayanti (2004:7) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip yang 





transparansi, partisipasi masyarakat, dan aturan hukum. Dalam 
pandangan konsep pengelolaan kepemerintahan yang baik (good 
governance), Sinambela (2006:48) juga memberikan beberapa prinsip 
yang menjadi dasar yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, 
berdasarkan hukum, dan jaminan. Menurut Rewansyah (2010:95) 
mengatakan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) prinsip utama 
sebagai unsur good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, 
partisipasi, dan supremasi hukum. Namun, prinsip-prinsip good 
governance secara lengkap sebagaimana yang diungkapkan United 
Nations Development Program (UNDP) yang  dikutip oleh Handoko 
et al., (2016:6) merumuskan 9 prinsip yang harus ditegakkan untuk 
melaksanakan tata pemerintahan yang baik (good governance) yaitu 
partisipasi (participation), aturan hukum (rule of law), transparansi 
(transparency), daya tanggap (responsiveness), berorientasi pada 
konsensus (consensus orientation), keadilan/kesetaraan (equity), 
efektif dan efisien (effectiveness and efficiency), akuntabilitas 
(accountability), dan visi strategi (strategic vision).  
Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (good 
governance) ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen 
dasar dan saling saling berkaitan yaitu partisipasi, transparansi, dan 
akuntabilitas (Halim, 2012:366). Selain itu, aturan hukum juga sangat 





hukum. Adapun penjelasan lebih dalam terkait prinsip-prinsip good 
governance sebagai berikut : 
1. Partisipasi 
UNDP sebagaimana dikutip oleh Handoko et al., (2016:6) 
menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan setiap 
orang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki hak sama 
dalam proses pengambilam keputusan ataupun kebijakan, baik 
secara langsung maupun diwakili oleh lembaga perwakilan sesuai 
dengan aspirasinya masing-masing. Rewansyah (2010:95) 
menjelaskan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk 
melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan atau 
formulasi rencana yang dibuat pemerintah, serta melibatkan 
masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi. Krina (2003:21) 
menyebutkan bahwa indikator-indikator partisipasi masyarakat 
sebagai berikut : 
1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat. 
2. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam 
proses pengambilan keputusan. 
3. Fokus pemerintah adalah memberikan arah dan mengundang 
orang lain untuk berpartisipasi 
2. Aturan hukum  
UNDP sebagaimana dikutip oleh Handoko et al., (2016:6) 





undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, 
terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. Aturan-aturan 
dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya 
dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal 
yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-
hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk 
larangan. Sinambela (2006:48) juga menjelaskan bahwa aturan 
hukum yaitu keputusan dan kebijakan pemerintah serta organisasi 
yang menyangkut kepentingan masyarakat yang dilakukan 
berdasarkan hukum.  
3. Transparansi  
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan alira 
informasi. Menurut Rewansyah (2010:95) transparansi dibangun 
dari kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, 
kelembagaan, dan informasi harus mudah diakses secara bebas 
bagi siapapun yang membutuhkan, serta informasinya harus 
akurat dan mudah dipahami. Agoes dan Ardana (2009:104) 
menjelaskan bahwa transparansi merupakan kewajiban bagi 
pengelola dalam rangka menjalankan keterbukaan terkait proses 
pelaksanaan serta yang lengkap, benar, dan tepat waktu kepada 
semua pemangku kepentingan.  
Terciptanya keterbukaan informasi bagi publik di negara 





ekonomi, dan hukum. Dapat disimpulkan bahwa, transparansi 
merupakan suatu tindakan pemerintah dalam rangka memberikan 
informasi fakta dan akurat kepada masyarakat, sehingga dapat 
menimbulkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah.  
Pada prinsipnya transparansi dapat diukur melalui 
beberapa indikator yaitu mekanisme yang menjamin keterbukaan 
dan standarisasi dari segala proses pelayanan publik, 
memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai kebijakan 
dan pelayanan publik, serta terdapat mekanisme yang 
memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi terhadap 
segala tindakan aparat publik (Arsik dan Lawelai, 2020:5). 
Kristianten (2006:73) juga menjelaskan bahwa setidaknya 
transparansi memiliki beberapa indikator yaitu kesediaan dan 
aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, 
keterbukaan terhadap proses, dan kerangka hukum atau regulasi 
yang menjamin transparansi. 
Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sebagaimana 
dikutip oleh Tundunaung et al., (2018:4) menyebutkan bahwa 
terdapat 6 prinsip transparansi yaitu : 
1. Terdapat informasi yang mudah diakses dan dipahami 






2. Adanya publikasi mengenai proses kegiatan dan detail 
keuangan. 
3. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen dan 
bukti fisik terhadap perkembangan pembangunan. 
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan dan dapat 
diakses masyarakat. 
5. Terdapat website atau media untuk publikasi. 
6. Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran 
informasi. 
4. Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting kajian 
ilmiah dan praktik dalam ilmu administrasi publik. UNDP (dalam 
Handoko et al., (2016:6)) menjelaskan bahwa akuntabilitas 
merupakan suatu pertanggungjawaban para pengambil keputusan 
kepada publik/masyarakat. Akuntabilitas publik merupakan suatu 
kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, 
melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan kepada pihak 
pemberi amanah yang memiliki kewenangan untuk memperoleh 
pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20). Selain itu, 
Sinambela (2006:48) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas 
merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban 
atas kinerja suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak 





sektor publik wajib menerapkan akuntabilitas, hal tersebut juga 
berlaku bagi pemerintah desa. Akuntabilitas dalam pemerintahan 
desa menurut Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) 
merupakan suatu kemampuan bagi pemerintah desa dalam 
memberikan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan 
pembangunan dan pemerintahan desa, termasuk dalam 
pertanggungjawaban dalam keuangan desa.  
Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009:21) 
terdiri atas dua macam, yaitu : 
1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), merupakan 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas 
yang lebih tinggi 
2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability), yaitu 
bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat 
luas. 
Dalam mewujudkan suatu akuntabilitas di lingkungan 
instansi pemerintahan terdapat prinsip-prinsip yang mendasari 
menurut LAN dan BPKP (2000:43), yaitu : 
1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh perangkat 
instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar 
akuntabel; 
2. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan 
sumber-sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan; 
4. Harus berorientasi pada tercapainya visi dan misi serta hasil dan 





5. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai 
katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam 
bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan 
penyusunan laporan akuntabilitas. 
 
2.4 Pengelolaan Keuangan Desa 
1. Keuangan desa 
Keuangan desa merupakan hal krusial yang dalam pelaksanaan 
pemerintahan di desa serta memenuhi kebutuhan masyarakat desa 
tersebut. Tanpa adanya keuangan desa, maka penyelenggaraan 
pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik bahkan “lumpuh”, 
karena keuangan desa diibaratkan “darah” dalam tubuh pemerintahan 
desa (Yabbar & Hamzah, 2015:222). Nurcholis (2011:81) menerangkan 
bahwa keuangan desa merupakan sumber keuangan desa yang berasal 
dari pendapatan asli desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta 
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga segala 
penyelenggaraan desa dapat berjalan lancar sesuai tujuan yang akan 
dicapai. Solekhan (2012:86) juga menjelaskan bahwa keuangan desa 
merupakan hak dan kewajiban serta seluruh kekayaan yang dimiliki 
desa yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah desa yang 
dikelola melalui sistem pengelolaan keuangan desa.  Apabila mengacu 
pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan 
desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 





tersebut menimbulkan pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, 
dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok 
Pendapatan Asli Desa, transfer, dan pendapatan lain. 
Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri dari  : 
1. Hasil usaha, seperti Badan Usaha Milik Desa dan tanah bengkok 
2. Hasil asset, seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat 
pemandian umum dan jaringan irigasi, hutan desa, jalan desa, 
dan sebagainya 
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong  
4. Pendapatan asli desa lain yang sah. 
Kelompok transfer terdiri dari : 
1. Dana desa, anggaran yang bersumber dari APBN (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. 
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
kabupaten/kota yang diambil paling sedikit 10% 
3. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan 
yang diterima kabupaten/kota. ADD diterima paling sedikit 10% 
dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 
APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).  
4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  





5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga 
Kelompok pendapatan lain terdiri atas : 
1. Penerimaan dari hasil kerja sama desa dengan pihak ketiga 
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa  
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan 
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian desa 
5. Bunga bank, dan  
6. Pendapatan lain desa yang sah. 
2. Pengelolaan keuangan desa 
Atmosudirdjo (2005:160) menjelaskan bahwa pengelolaan 
merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap suatu tujuan yang 
ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang ada. 
Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan 
untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan 
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. Adapun tujuan pengelolaan keuangan menurut 
Arliman (2019:308) sebagai berikut : 
1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan 
desa 
2. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang 
didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APBDesa 
3. Membangun konsistensi antar tahapan dalam satu mekanisme 
dan siklus pengelolaan keuangan desa 







Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi : 
a. Perencanaan 
Gullick (dalam Wijaya dan Danar, 2013:4) menerangkan 
bahwa perencanaan merupakan serangkaian suatu kegiatan yang akan 
dilaksanakan termasuk dalam penentuan tujuan, kebijaksanaan, 
membuat program serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan. 
Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan 
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran 
berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Dalam Permendagri 
Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa dalam tahap perencanaan 
dimulai dengan merancang RAPBDesa berdasarkan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan desa.   
b. Pelaksanaan 
Pelaksanaan diselenggarakan setelah melalui proses 
perencanaan. Konsep pelaksanaan atau implementasi menurut Lester 
dan Stewart (Winarno, 2007:144) sebagai tahap pelaksanaan undang-
undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik saling 
bekerjasama demi tercapainya tujuan-tujuan kebijakan dan berbagai 





implementasi atau eksekusi dari APB Desa dalam satu tahun 
anggaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan 
penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening 
kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/wali kota. Kaur dan Kasi 
bertindak sebagai pelaksana kegiatan wajib mengajukan pendanaan 
dengan membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), untuk 
pencairan dana wajib membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 
c. Penatausahaan 
Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan 
dan pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, 
kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian 
terhadap pelaksanaan APBDesa.  Penatausahaan keuangan dilakukan 
oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. 
d. Pelaporan 
Menurut Gullick (dalam Wijaya dan Danar, 2013:4) pelaporan 
adalah pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan 
dengan tugas-tugas pekerjaan. Pelaporan adalah kegiatan yang 
dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan 
hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu 
sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban. Hal yang perlu 
dilaporkan dalam tahap pelaporan adalah laporan pelaksanaan APB 






Menurut Mardiasmo (2006:3) pertanggungjawaban atau biasa 
disebut dengan istilah akuntabilitas merupakan suatu 
pertanggungjawaban yang disampaikan melalui media 
pertanggungjawaban atas pencapaian baik keberhasilan maupun 
kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Laporan pertanggungjawaban 
realisasi APB Desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Laporan 
pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir 
tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.  
 
3. Asas-asas pengelolaan keuangan desa 
Asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, 
akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 
anggaran. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) (2015:35) penjelasannya sebagai berikut : 
1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi 
seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas ini merupakan asas 
yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar. 
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban dalam hal 
tanggungjawab pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan masyarakat untuk 





3. Partisipatif yaitu suatu penyelenggaran pemerintahan desa 
dengan melibatkan kelembagaan desa dan unsur masyarakat 
desa. 
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa 
harus mengacu pada aturan atau pedoman yang ada. 
4. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa 
 Untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, desa 
dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa memiliki tanggung 
jawab penuh dalam urusan pemerintahannya. Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Desa atau yang disingkat dengan PKPKD 
yaitu kepala desa atau sebutan nama lain yang mempunyai 
kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 
kewenangan kepala desa selaku PKPKD sebagai berikut : 
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa 
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa 
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban APBDesa 
d. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) 
e. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA 
(Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), dan DPAL 
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) 
f. Menyetujui RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa)  
g. Menyetujui SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 
 
Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa juga 
memberikan sebagain kekuasaannya kepada perangkat desa selaku 
PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa). PPKD tersebut 





perencanaan) dan kasi (kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan 
kasi pelayanan), serta kaur keuangan. Sekretaris desa selaku 
pemimpin dari PPKD memiliki wewenang sebagai berikut: 
a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
APBDesa 
b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBdesa dan 
rancangan perubahan APBDesa 
c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa 
tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 
d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala 
desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan APBDesa 
e. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD 
f. Mengoordinasikan laporan keuangan desa dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 
g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL 
h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa 
i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 
pengeluaran APBDesa. 
 
Adapun kaur dan  kasi memiliki wewenang sebagai berikut : 
 
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya 
b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang 
tugasnya 
c. Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya 
d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya 
e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas 
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam 
bidang tugasnya 
f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 
 
2.5 Pemerintah Desa 
1. Pengertian desa 
Istilah desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu deshi yang 





memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengatur urusannya 
sendiri, dengan demikan berarti desa merupakan bagian dari sistem 
pemerintahan negara yang diakui otonominya. Terdapat beberapa 
syarat dalam pembentukan desa yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, 
bagian wilayah kerja, perangkat desa, dan sarana-prasarana 
pemerintahan.  
Bintarto (1983:11) menerangkan bahwa desa merupakan suatu 
hubungan antara masyarakat dengan unsur-unsur lingkungan seperti 
fisiografi, ekonomi, sosial, politik dan budaya dan terdapat hubungan 
timbal balik dengan daerah-daerah lain. Kartohadikoesoemo (dalam 
Ndraha, 1981:23) mengatakan bahwa desa, dusun, desi maupun negeri, 
nigari, nagoro berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti tanah 
air, tanah asal, tanah kelahiran. Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono, 
2006:9) juga menjelaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan 
masyarakat hukum berdasarkan adat yang menetap dalam wilayah 
tertentu, antar penduduk memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, 
memiliki susuan kepengurusan yang dipilih bersama, terdapat 
kekayaan-kekayaan yang dimiliki dan diberikan hak untuk mengelola 
atau mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Sebuah desa pasti 
memiliki hukum yang dapat digunakan acuan serta memiliki pemimpin 






 Apabila ditinjau dari tinjauan normatif, dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan bahwa desa dan desa adat 
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Dari beberapa definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa 
unit permukiman kecil yang memiliki hubungan dengan unsur-unsur 
lingkungan dan memiliki sistem pemerintahan sendiri. 
2. Kewenangan desa 
      Kewenangan merupakan kekuatan formal perangkat negara 
untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan memaksa 
terhadap warga. Kewenangan juga dapat dipahami sebagai instrumen 
administratif untuk mengelola urusan. Yabbar & Hamzah (2015:45) 
mengatakan bahwa kewenangan desa secara substantif mengandung 
beberapa hal. Pertama, keleluasan desa mengatur rumah tangga dan 
penduduk untuk menciptakan keteraturan dan kepastian. Kedua, fungsi 
desa mengurus atau mengelola barang-barang publik termasuk 
pelayanan publik untuk kesejahteraan warga desa. Ketiga, hak desa 





jawab atau akuntabilitas atas keputusan dalam mengatur dan mengurus 
desa. Yabbar & Hamzah (2015:46) menyebutkan bahwa kewenangan 
meliputi : 
a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul 
Hak asal usul merupakan hak warisan yang masih hidup dan 
prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan 
masyarakat.  
b. Kewenangan lokal berskala desa 
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan 
efektif dijalankan desa atau muncul atas prakarsa masyarakat desa. 
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Pemerintah desa 
 Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat 
negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Sugiman 
(2018:83) pemerintah merupakan sekelompok individu yang 
mempunyai wewenang untuk melaksanakan kekuasaan dan melindungi 
serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan 





Indonesia, pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terendah yang 
menempati sebagian wilayah negara. Menurut Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa merupakan kepala desa 
atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. Secara keseluruhan 
pemerintah desa memiliki peran strategis untuk mengatur dan 
mengurusi masyarakat demi mewujudkan pembangunan pemerintah. 
Nurcholis (2011:138) menerangkan bahwa pemerintah desa mempunyai 
tugas pokok yaitu : 
a. Melaksanakan urusan rumah tangga, urusan pemerintahan umum, 
serta membangun dan membina masyarakat. 
b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah 
provinsi dan pemerintah kabupaten.  
4. Tata kelola pemerintah desa  
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan 
Permendagri No. 61 Tahun 2007, pola tata kelola merupakan peraturan 
internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga 
pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata 
kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, 
akuntabilitas dan transparansi organisasi. Pola tata kelola sangat 
diperlukan dalam setiap tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah 
desa. Dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah desa 





wilayah negara yang memiliki prakarsa penuh untuk mengurus 
pemerintahannya sendiri. Tata kelola pemerintah desa yang baik dapat 
didefinisikan sebagai proses, mekanisme dan tata cara yang melibatkan 
nilai, otoritas dan kewenangan, hak dan kewajiban, melalui interaksi 
antara pemerintahan desa dengan masyarakat baik secara formal 
maupun informal, demi terwujudnya suatu kebijakan yang adil dan 
bermuara terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat. Secara rinci, 
UU Desa menjelaskan tata kelola desa harus mampu meningkatkan 
kualitas tata kelola pemerintahan desa. Praktiknya dapat terlihat pada 
tahapan perencanaan kebijakan pembangunan desa jangka menengah 
maupun jangka pendek, dan penganggaran desa yang bersifat rutin 
setiap tahun (Antlov, 2016:7). Pemerintah desa sebagai penyelenggara 
pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh 
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa 
(Sugiman, 2018:83). Untuk mencapai tata kelola desa yang efektif dan 
efisien perlu adanya pembagian tugas yang jelas terhadap 
penyelenggaraan pemerintah desa. Secara lengkap urutan pemegang 
tanggung jawab desa dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Kepala desa  
      Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah 
desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Kepala 





desa yang telah mendapat persetujuan BPD. Dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa 
memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, 
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 
2. Perangkat desa 
      Perangkat desa memiliki tugas membantu kepala desa 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa 
diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat 
atas nama bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada 
kepala desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perangkat desa terdiri 
dari atas : 
a. Sekretariat desa 
Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa yang 
dibantu oleh unsur staf sekretariat yaitu urusan tata usaha dan 
umum, urusan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-
masing urusan dipimpin oleh kepala urusan. 
b. Pelaksana kewilayahan 
Pelaksana kewilayahan merupakan unsur satuan 
tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa 





kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan 
lain sesuai yang ditetapkan peraturan bupati/walikota. 
Adapun jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan 
secara proporsional antara keperluan pelaksana kewilayahan 
dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan 
luas wilayah, kerakteristik geografis, jumlah kepadatan 
penduduk, dan sarana prasarana penunjang tugas. 
c. Pelaksana teknis 
Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa 
sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri 
dari seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi 





BAB III  
METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan, mengeksplor berbagai kondisi, berbagai 
situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek 
penelitian. Melalui jenis penelitian ini, peneliti dapat menyajikan bentuk 
yang menyeluruh dalam menganalisis suatu fenomena sosial. Seperti yang 
dikemukakan oleh Moleong (1989:3) bahwa penelitian kualitatif antara lain 
bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata 
atau gambar dari pada angka-angka. 
Menurut Sugiyono (2014:1) pendekatan kualitatif adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah 
(sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 
analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna dari generalisasi. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian 
yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu 





menggunakan prinsip-prinsip good governance yaitu prinsip partisipasi, 
aturan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. 
3.2 Fokus Penelitian 
Sugiyono (2014:32) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 
memiliki pandangan yang bersifat menyeluruh, sehingga dapat dipahami 
bahwa penelitian kualitatif menyangkut segala aspek sosial yang akan 
diteliti, mulai dari aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi 
secara strategis. Berdasarkan judul dan rumusan masalah pada penelitian ini 
yaitu mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam 
Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Kawedusan Kecamatan 
Plosoklaten Kabupaten Kediri), dengan merujuk pendapat Halim 
(2012:366) bahwa pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik 
(good governance) ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan 
elemen dasar yang saling berkaitan yaitu partisipasi, transparansi, dan 
akuntabilitas. Selain itu, prinsip aturan hukum juga sangat penting untuk 
dilaksanakan, mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung 
tinggi hukum. Berdasarkan pemaparan diatas maka fokus penelitian 
diuraikan sebagai berikut :  
1. Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan 
keuangan desa di Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten 





menurut UNDP yang dikutip oleh Handoko et al., (2016:6) dengan 
menetapkan fokus pada : 
a. Partisipasi (participation) 
b. Aturan hukum (rule of law) 
c. Transparansi (transparancy) 
d. Akuntabilitas (accountability) 
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi prinsip-prinsip 
good governance dalam pengelolaan keuangan desa 
1. Faktor Pendukung 
a. Faktor Internal : akses jaringan internet memadai 
b. Faktor Eksternal : kebijakan dan aturan yang jelas 
2. Faktor Penghambat 
a. Faktor Internal : kurangnya penguasaan teknologi bagi 
aparatur desa, media informasi yang digunakan untuk 
publikasi laporan pertanggungjawaban masih terbatas 
b. Faktor Eksternal : dana transfer desa yang sering terlambat 
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian  
Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah yang 
direncanakan peneliti untuk dijadikan sebagai objek atau tempat penelitian 
dilaksanakan. Lokasi penelitian disini yang dimaksud adalah tempat dimana 





yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Peneliti mengambil lokasi 
penelitian di Desa Kawedusan, adapun situs penelitiannya yaitu Kantor 
Pemerintahan Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. 
Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kawedusan, Kecamatan 
Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi penelitian atas dasar 
diberikannya kewenangan Desa Kawedusan untuk mengelola dan mengurus 
desanya sesuai keadaan dan aspirasi masyarakat. Kewenangan dalam 
mengelola dan mengurus pemerintahan desa secara mandiri dapat memicu 
terjadinya suatu penyelewengan dalam pemerintahan desa. Selain itu, Desa 
Kawedusan menjadi desa penerima dana yang bersumber dari APBN dan 
APBD yang disalurkan melalui alokasi dana desa (ADD) dan dana desa 
(DD). Jumlah dana transfer yang diterima oleh Desa Kawedusan pada tahun 
2020 cukup besar, yaitu Rp. 1.890.316.000,- namun kompetensi sumber 
daya aparatur pemerintah desa dengan rata-rata pendidikan akhir 
SMA/sederajat belum cukup kompeten dalam melaksanakan pengelolaan 
keuangan desa dengan jumlah cukup besar yang berbasis pada aplikasi 
sistem keuangan desa. Selain itu, tugas dalam melaksanakan seluruh input 
data pada sistem keuangan desa dilaksanakan oleh satu staf TI hal tersebut 
mengakibatkan rawan terjadinya human error yang berpengaruh pada 







3.4 Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
      Faktor penunjang keberhasilan penelitian terletak pada data 
yang diperoleh. Secara sederhana data dapat diartikan sebagai kumpulan 
beberapa fakta informasi yang dapat memberikan gambaran luas 
mengenai suatu keadaan. Data tersebut diperoleh melalui dua jenis baik 
secara langsung dari tempat penelitian maupun secara tidak langsung. 
Maka penelitian ini mendapat data dari dua jenis data yaitu : 
a. Data primer  
      Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
obyek penelitian. Data primer disebut juga data asli yang berupa kata-
kata yang diperoleh langsung dari hasil wawancara (interview) dengan 
berbagai informan. Metode wawancara adalah proses memeperoleh 
informasi untuk tujuan penelitian  dengan cara tanya jawab sambil 
bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 
diwawancarai. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggali 
informasi lebih mendalam terkait permasalahan penelitian. Adapun 
informan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Kepala Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten 
Kediri 
2. Sekretaris Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten 





3. Kaur keuangan Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten 
Kabupaten Kediri 
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kawedusan 
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri 
5. Masyarakat Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten 
Kabupaten Kediri 
b. Data sekunder 
      Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau 
dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder 
dapat digunakan sebagai mendukung sumber data primer. Data 
sekunder dapat diperoleh dari media massa, jurnal-jurnal, 
dokumen-dokumen, laporan-laporan, artikel-artikel, gambar-
gambar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun 
data sekunder penelitian ini dapat bersumber dari : 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa 
3. Laporan realisasi APBDesa Kawedusan Kecamatan 
Plosoklaten Kabupaten Kediri 
4. RKPDesa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten 
Kabupaten Kediri 






2. Sumber Data  
      Sumber data kualitatif adalah sumber-sumber penyedia 
informasi yang dapat mendukung infomasi tentang hal-hal yang menjadi 
pusat perhatian peneliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 
bersumber dari : 
a. Informan  
         Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia 
(narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang 
memiliki informasinya. Menurut Sutopo (2002:50) peneliti dan 
narasumber memiliki posisi yang sama, narasumber bukan sekedar 
memberikan informasi saja namun lebih memilih arah dan selera 
dalam menyajikan informasi yang dimiliki. Dalam memilih 
informan, peneliti wajib memahami posisi dengan beragam peran 
serta keterlibatan dengan kemungkinan akses informasi dapat 
didapat. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebagai 
berikut : 
1. Kepala desa 
2. Sekretaris desa 
3. Kaur keuangan 
4. BPD  







b. Peristiwa  
      Data dapat dikumpulkan melalui peristiwa, aktivitas, 
atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan fokus 
penelitian. Dari pengamatan pada peristiwa atau aktivitas, 
peneliti dapat mengetahui proses bagaimana implementasi 
prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan 
desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kawedusan. 
c. Dokumen 
      Dokumen dapat diartikan sebagai bahan tertulis yang 
berisi suatu informasi untuk memperoleh data. Dokumen dalam 
suatu penelitian dapat dimanfaatkan untuk melengkapi informasi 
penelitian serta memperkuat dan mendukung beberapa fakta 
empirik untuk memperoleh data akurat. Dokumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah RPJMDesa Kawedusan, 
RKPDesa Kawedusan, Laporan realisasi APBDesa Kawedusan, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
      Sugiyono (2014:62) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data 
merupakan langkah strategis dalam penelitian karena mempunyai tujuan 
utama yaitu mendapatkan data. Dalam rangka memperoleh data lapangan 
yang relevan dengan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang 





research (studi lapangan) merupakan teknik pengumpulan data melalui 
terjun langsung ke lapangan atau obyek penelitian. Dalam rangka 
pengumpulan data guna melengkapi dan menunjang validitas data, peneliti 
menggunakan beberapa teknik. Adapun teknik pengumpulan data tersebut 
yaitu : 
1. Wawancara 
      Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 
komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh 
beberapa faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus 
informasi. Faktor-faktor tersebut ialah adalah pewawancara, 
responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, 
dan situs wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara 
mendalam (in-depth interview). Wawancara menurut Esterbg yang 
dikutip dalam Sugiyono (2011:233) mengemukakan beberapa 
macam wawancara meliputi : 
1. Wawancara Terstruktur, merupakan wawancara yang 
digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah 
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 
diperoleh; 
2. Wawancara Semi terstruktur, jenis wawancara mendalam ini 
dalam pelaksanaannya lebih bebas bila diandingkan dengan 
wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah 





pihak yang diajak bicara diminta pendapat dan ide-idenya; 
3. Wawancara Tak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas 
dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 
telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengolahan 
datanya.  
 Dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti 
adalah wawancara semi terstruktur. Adapun tujuan peneliti 
memilih wawancara semi terstruktur sebab peneliti ingin 
mengetahui lebih dalam tentang objek penelitian untuk 
mendapatkan data yang lengkap dan terperinci terkait 
implementasi prinsip-prinsip good governance serta 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat  dalam 
pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah 
Desa Kawedusan. 
2. Observasi 
      Nasution (dalam Sugiyono,2011:226) menyatakan bahwa 
observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para 
ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 
mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data 
itu dikumpulkan dan sering menggunakan bantuan berbagai alat 
yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil 
maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.  





membantu melengkapi data yang diperoleh dari teknik interview. 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Kantor Desa 
Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan 
tujuan agar memperoleh data yang valid dari interview. 
3. Dokumentasi  
      Sugiyono (2011:240) mengatakan bahwa dokumentasi 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 
tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 
monumental seseorang. Dalam melakukan penelitian, peneliti 
memanfaatkan dokumen yang didapat dari lokasi penelitian, 
kemudian dipelajari dan apabila memiliki keterkaitan dengan hal 
yang sedang diteliti maka dokumen tersebut dimasukkan kedalam 
hasil penelitian. 
      Teknik dokumentasi adalah salah satu metode 
pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis 
dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang 
lain tentang subyek. Pada metode ini yang dilakukan oleh peneliti 
adalah mengumpulkan dan mentransfer bahan-bahan tertulis yang 
relevan pada lembaran-lembaran isian yang telah disiapkan atau 
merekam segala bentuk kegiatan atau tindakan maupun kejadian 
sebenarnya. Peneliti melakukan pengumpulan data ini melalui 
kumpulan data atau laporan-laporan dan arsip yang dibutuhkan 





Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.  
3.6 Instrumen Penelitian 
 Menurut Sugiyono (2014:92) instrumen penelitian adalah alat yang 
digunakan untuk pengumpulan data dalam fenomena alam maupun sosial 
penelitian. Instrumen penelitian merupakan tahapan yang penting karena 
instrumen penelitian menentukan kualitas data yang didapatkan. Sebab data 
yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian diperoleh melalui 
instrumen. Adapun instrumen dalam penelitian antara lain: 
1. Peneliti sendiri, yaitu peneliti mampu menyesuaikan keadaan 
mengamati fenomena-fenomena dan wawancara dengan 
kelompok sasaran yang berkaitan dengan fokus penelitian. 
Dengan begitu peneliti dapat mengingat maupun menggali 
informasi terkait data-data yang dikumpulkan.  
2. Instrumen pendukung yang terdiri dari: 
 
a. Pedoman wawancara (interview guide), berguna sebagai 
panduan bagi peneliti dalam mencari data-data yang 
diperoleh dalam kegiatan penelitian. Sebelum melakukan 
wawancara peneliti harus membuat pedoman wawancara 
untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk 
memulai pencarian data, maupun menggali lebih dalam 
data yang sudah didapatkan sebelumnya. 
b. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 





kamera, handphone peneliti, serta buku saku untuk catatan 
dan mendokumentasikan berbagai informasi yang 
berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti di 
lapangan. 
3. Catatan Lapangan, digunakan peneliti untuk menunjang 
proses penelitian. Dengan catatan lapangan, peneliti dapat 
mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan mungkin 
terjadi kesalahan teknis dalam menggunakan alat elektronik. 
Selain itu catatan lapangan juga merupakan suatu cara yang 
efektif dalam mencatat segala bentuk kegiatan baik saat 
melakukan wawancara atau pun penelitian sendiri dalam 
mengamati suatu fenomena yang terjadi di lapangan. 
3.7 Analisis Data  
Sugiyono (2011:244) menerangkan bahwa analisis data adalah 
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 
hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 
dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
 Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data yang 





membuang yang tidak perlu, dan mengkoordinasikan data sehingga 
kesimpulan akhir dapat diperoleh. Dalam hal ini peneliti menggunakan 
langkah-langkah analisis data dari Miles and Huberman. Adapun model 
analisa data model Milles and Huberman dapat dilihat pada gambar berikut 











Gambar 3. 1 Komponen dalam analisis data model interaktif 
Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) 
Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Data Collection (Pengumpulan data) 
Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 
oleh peneliti untuk memperoleh data valid. Pengumpulan data 
dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak yang terlibat dalam 
penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dan 
melakukan observasi kepada beberapa informan yang berhubungan 
dengan tema penelitian, seperti kepala desa Desa Kawedusan, 
sekretaris Desa Kawedusan, kepala urusan keuangan Desa 





2. Data Condentation (Kondensasi data)  
Kondensasi data dapat dipahami sebagai proses pemilihan, 
penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari 
lapangan. Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara 
merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai 
dengan tujuan penelitian. Pada proses ini, peneliti melakukan reduksi 
data dengan cara memilah-milah data yang diperlukan terkait 
pengelolaan keuangan desa, sedangkan data lain yang tidak diperlukan 
akan dibuang.  
3. Data Display (Penyajian Data) 
Proses selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu penyajian 
data. Penyajian data dilakukan setelah data direduksi atau dirangkum. 
Tujuan penyajian data tersebut supaya dapat memudahkan peneliti 
untuk memahami serta menganalisis data yang telah didapatkan. Pada 
umumnya penyajian merupakan pengaturan, kumpulan informasi 
yang telah dikerucutkan sehingga nantinya dapat ditarik sebuah 
kesimpulan atas sebuah peristiwa yang terjadi, sehingga dapat 
diperoleh gambaran yang jelas.  
4. Conclusion Drawing/Verify (Penarikan Kesimpulan) 
Langkah terakhir yang harus ditempuh peneliti yaitu penarikan 
kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, 





mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Kawedusan yang 
didukung dengan bukti yang kuat. Kesimpulan merupakan jawaban 
dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh 
peneliti. 
3.8 Keabsahan Data 
Menguji keabsahan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian 
agar data-data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sugiyono (2011:270) 
mengatakan bahwa uji keabsahan data kualitatif meliputi uji credibility 
(validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability 
(reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Pada penelitian ini uji 
keabsahan data dengan menggunakan uji credibility, dengan menggunakan 
triangulasi.  
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai 
pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa cara dan berbagai 
waktu. Sugiyono (2011:273) menyebutkan bahwa terdapat beberapa macam 
triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, 
dan triangulasi waktu pengumpulan data.  Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan 
cara mengoreksi data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data 
yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 
selanjutnya akan dimintakan kesepakatan (membercheck) dengan tiga 





BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 
 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kediri 
a. Kondisi Geografis 
Kabupaten Kediri adalah salah satu kabupaten yang berada 
di Provinsi Jawa Timur. Posisi geografi Kabupaten Kediri terletak 
antara 111° 47' 05" sampai dengan  112° 18'20" Bujur Timur dan 7° 
36' 12" sampai dengan  8° 0' 32 Lintang Selatan. Kabupaten Kediri 
diapit oleh 5 kabupaten yakni terdiri dari : 
1. Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Nganjuk 
2. Sebelah Utara : Kabupaten Nganjuk dan Jombang 
3. Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan Malang 
4. Sebelah Selatan  : Kabupaten Blitar dan Tulungagung 
Kondisi topografi Kabupaten Kediri terdiri dari dataran rendah dan 
pegunungan yang dilalui aliran Sungai Brantas yang membelah dari 
Selatan ke Utara. Suhu udara berkisar antara 23° C-31° C dengan 
rata-rata tingkat curah hujan 1652/hari, sehingga Kabupaten Kediri 
merupakan daerah pertanian yang subur. Wilayah Kabupaten Kediri 
juga diapit oleh dua gunung yaitu Gunung Kelud yang bersifat 





vulkanik di sebelah Barat, serta tepat berada di tengah wilayah 
Kabupaten Kediri melintas sebuah Sungai Brantas yang membelah 
wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian.  
 
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Kediri 
Sumber : www.kedirikab.go.id 
b. Kondisi Demografis 
Secara administratif wilayah Kabupaten Kediri terdiri dari 
26 kecamatan, 1 kelurahan, serta 343 desa (dari total 666 kecamatan, 
777 kelurahan, dan 7.724 desa di Provinsi Jawa Timur). Kabupaten 
Kediri juga memiliki luas 1.386,05 km², yang per September tahun 
2020 dihuni oleh 1.635.294 jiwa yang lebih banyak dihuni dengan 





jiwa berjenis kelamin perempuan dengan kepadatan penduduk 
mencapai 1.179 jiwa/km2. Berdasarkan kelompok usia, komposisi 
penduduk Kabupaten Kediri tahun 2020 terdiri atas 21,60% 
penduduk berusia 0-14 tahun, 59,53% berusia 15-54 tahun, dan 
18,87% berusia 55 tahun ke atas. Dibandingkan dengan angka tahun 
2019, penduduk Kabupaten Kediri mengalami pertumbuhan sebesar 
0,67 persen. Maka apabila dibandingkan dengan hasil sensus 
sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Kediri selalu mengalami 
peningkatan.  
Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah 
penduduk Kabupaten Kediri mengalami penambahan sekitar 91.415 
jiwa atau rata-rata sebanyak 9.100 jiwa setiap tahun. Berdasarkan 
hasil SP2020 mencatat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten 
Kediri didominasi oleh generasi Z, generasi X dan generasi milenial. 
Adapun proporsi generasi Z sebanyak 25,44% dari total populasi 
(412.721 jiwa), generasi X sebanyak 23,96% dari total populasi 
(391.816 jiwa), sedangkan generasi milenial sebanyak 23,56% dari 
total populasi (385.325 jiwa). 
c. Visi dan Misi Kabupaten Kediri 
a. Visi 
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, 





ekonomi kerakyatan yang didukung birokrasi yang 
melayani” 
b. Misi 
1. Pengembangan sumber daya manusia yang 
berkarakter nasionalis-religius. 
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. 
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan 
investasi daerah. 
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan 
swasembada pangan. 
5. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar 
wilayah. 
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal. 
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, sumber 
daya alam, dan mitigasi bencana. 
8. Pengembangan seni budaya, olahraga, dan kreativitas 
pemuda. 







 4.1.2 Gambaran Umum Desa Kawedusan  
a. Sejarah Desa Kawedusan 
Desa Kawedusan adalah sebuah desa yang berada di 
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Di Desa Kawedusan 
mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. 
Menurut para tetua desa dahulu, Desa Kawedusan berasal dari 
“Kawedanan” dan “Adus” yang meliputi 5 dusun dan masing-
masing dusun juga memiliki kisah masing-masing. Pada zaman 
dahulu, di desa tersebut terdapat wabah penyakit atau sering disebut 
dengan “pangebluk”. Karena merasa prihatin atas peristiwa 
tersebut, maka Sri Aji Joyoboyo yang merupakan seorang raja dari 
Kerajaan Kediri melakukan tapa brata (mohon petunjuk) kepada 
Maha Kuasa. Setelah melakukan tapa brata, raja tersebut mendapat 
petunjuk untuk melakukan adus (yang dalam bahasa Indonesia 
disebut mandi) di Sendang Terto Wenig yaitu mata air yang berada 
di sebelah selatan Desa Klanderan, dan akhirnya dapat 
menyembuhkan para penduduk, namun kenyataannya tidak semua 
penduduk dapat disembuhkan. Penduduk yang banyak tidak 
tertolong atau mati terkena wabah berada di Dusun Belung, 
sedangkan penduduk yang banyak sembuhnya di daerah kawarasan, 
sehingga dinamai Dusun Kawarasan.  
Pada akhirnya, Sri Aji Joyoboyo memberikan nama pada 
desa tersebut dengan nama Desa Kawedusan yang berasal dari kata 





Desa Kawedusan, maka para penduduk percaya dan mengadakan 
selamatan bersih desa dengan cara melakukan arak-arakan dari 
Balai Desa Kaweduan ke makam boto putih, tempat raja Sri Aji 
Joyoboyo dimakamkan. 
b. Kondisi Geografis 
Desa Kawedusan merupakan salah satu nama dari 15 desa di 
Kecamatan Plosoklaten yang memiliki 5 (lima) dusun yaitu Dusun 
Bulurejo, Dusun Dawuhan, Dusun Sadon, Dusun Belung, dan 
Dusun Kawarasan. Desa Kawedusan terletak di Barat Daya wilayah 
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Desa Kawedusan 
memiliki jarak tempuh ke ibu kota propinsi sebesar 114 km, 
sedangkan jarak tempuh ke kabupaten sebesar 15 km. Selain itu, 
Desa Kawedusan juga memiliki waktu tempuh ke kebupaten 
memerlukan waktu sekitar 1 jam. Adapun batas wilayah Desa 
Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah 
sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Gempolan dan Desa 
Tiru Kidul (Kecamatan Gurah) 
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Punjul dan Desa 
Klanderan (Kecamatan Plosoklaten) 






4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Besuk (Kecamatan 
Gurah) 
c. Kondisi Demografis 
Desa Kawedusan memiliki luas wilayah sebesar 118.626 Ha. 
Desa Kawedusan terdiri dari 5 dusun, 31 Rukun Tetangga (RT) dan 
10 Rukun Warga (RW). Jumlah penduduk Desa Kawedusan sebesar 
5.648 jiwa dengan rincian 2.809 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 
2.839 jiwa berjenis kelamin perempuan. Desa Kawedusan juga 
memiliki 2.215 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah 1.837 KK laki-
laki dan 378 KK perempuan. Data penduduk ditinjau dari golongan 
umur paling tinggi dihuni oleh lansia yakni berumur 61 tahun keatas 
dengan jumlah 1.247 orang.  
Dilihat dari data penduduk menurut tingkat pendidikan, 
nampaknya Desa Kawedusan masih memiliki tingkat pendidikan 
rendah bahkan terdapat penduduk yang buta aksara dan huruf latin 
yakni berjumlah 211 orang. Apabila ditinjau dari segi agama atau 
kepercayaan penduduk memiliki rincian 5.140 orang beragama 
islam dan 128 orang beragama kristen, sehingga mayoritas 
penduduk Desa Kawedusan memeluk agama islam. Selain itu, 
apabila dilihat berdasarkan mata pencaharian Desa Kawedusan 
Sebagian besar berada di sektor pertanian, maka hal ini 
menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting 





memahami beberapa data diatas maka dapat dilihat dari tabel-tabel 
berikut ini:  
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Kawedusan tahun 2020 menurut golongan 
umur 
Golongan umur Laki-laki Perempuan Jumlah 
0-12 bulan 8 8 16 
13 bulan-4 tahun 136 142 278 
5-6 tahun 52 72 124 
7-12 tahun 261 250 511 
13-15 tahun 99 94 193 
16-18 tahun 93 88 181 
19-25 tahun 290 275 565 
26-35 tahun 368 353 721 
36-45 tahun 382 379 761 
46-50 tahun 166 178 344 
51-60 tahun 338 369 707 
60 tahun keatas 616 631 1.247 
TOTAL 2.809 2.839 5.648 
Sumber : Profil Desa Kawedusan 
Tabel 4. 2 Jumlah penduduk Desa Kawedusan tahun 2020 menurut tingkat 
pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk 
1. Buta aksara dan huruf latin 211 orang 
2. Usia 3-6 tahun yang masuk TK 128 orang 
3. Sedang SD/sederajat 1.010 orang 
4. Tamat SD/sederajat 293 orang 





6. Tamat SLTP/sederajat 348 orang 
7. Tidak tamat SLTP/sederajat 169 orang 
8. Sedang SLTA/sederajat 291 orang 
9. Sedang D-1 157 orang 
10. Tamat D-1 215 orang 
11. Sedang D-2 100 orang 
12. Tamat D-2 58 orang 
13. Sedang D-3 377 orang 
14. Tamat D-3 382 orang 
15. Sedang S-1 279 orang 
16. Tamat S-1 125 orang 
17. Sedang S-2 26 orang 
Sumber : Profil Desa Kawedusan 
Tabel 4. 3 Jumlah penduduk Desa Kawedusan tahun 2020 menurut agama 
Agama Jumlah penduduk 
Islam  5.410 orang 
Kristen  128 orang 
Sumber : Profil Desa Kawedusan 
Tabel 4. 4 Jumlah penduduk Desa Kawedusan tahun 2020 berdasarkan mata 
pencaharian dari beberapa sektor 
No. Mata pencaharian Jumlah penduduk 
1. Sektor Pertanian  
 Petani  777 orang 
 Buruh tani 500 orang 
 Pemilik usaha tani 1.041 orang 





 Pemilik usaha peternakan  6 orang 
3.  Sektor Perikanan  
 Nelayan  6 orang 
4.  Sektor Industri Kecil & Kerajinan 
Rumah Tangga 
 
 Montir  10 orang 
 Tukang kayu 8 orang 
 Tukang sumur 2 orang 
 Pemulung 3 orang 
 Penjahit  20 orang 
 Pedagang kue 5 orang 
 Tukang anyaman 3 orang 
 Tukang rias 3 orang 
 Pengrajin industri rumah tangga lainnya 7 orang 
Sumber : Profil Desa Kawedusan 
d. Struktur Organisasi dan Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa 
Kawedusan 
Pada suatu organisasi pemerintahan dalam menjalankan 
penyelenggaraan pemerintahan tentu membutuhkan kepengurusan 
yang akan membantu jalannya penyelenggaraan pemerintahan 
dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuannya. Kepengurusan 
dalam pemerintahan digambarkan dengan adanya struktur 
organisasi. Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten 
Kediri juga memiliki struktur organisasi dan pemisahan tugas yang 
jelas. Struktur organisasi yang ada di Desa Kawedusan Kecamatan 






















Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Desa Kawedusan 
Sumber : RPJMDesa Kawedusan tahun 2017-2023 
Pendidikan merupakan faktor penting untuk mendukung proses 
pembangunan desa. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor dan tolok ukur 
dari kinerja dan menentukan keberhasilan seorang aparatur dalam melaksanakan 
kewajiban dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Pemerintah Desa 

























Dedy Santosa, S.Sos 
Sekretaris Desa 
Wysnu Handhana, S.P 
Kasi Pemerintahan 





Rincian tingkat pendidikan terakhir Pemerintah Desa Kawedusan diuraikan sebagai 
berikut : 
Tabel 4. 5 Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Kawedusan 
Nama  Jabatan Tingkat Pendidikan 
Dedy Santosa, S.Sos Kepala Desa S1 
Wysnu Handhana, S.P Sekretaris Desa S1 
Sutadji Kaur Tata Usaha dan 
Umum 
SLTA 
Suharto Kaur Keuangan SLTA 
Heru Siswanto Kaur Perencanaan SLTA 
Rudi Irianto Kasi Pemerintahan SLTA 
Imam Nawawi Kasi Kesejahteraan 
Masyarakat 
SLTA 
Galang Nanda Kasi Pelayanan SLTA 
       Sumber : Profil Desa Kawedusan  
e. Visi dan Misi Desa Kawedusan 
a. Visi  
Visi dapat diartikan sebagai gambaran aspirasi masa 
depan. Penyusunan visi di Desa Kawedusan dilakukan 
dengan pendekatan partisipatif, yakni melibatkan pihak-
pihak yang berkepentingan seperti pemerintah desa, BPD, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, 
dan masyarakat desa dengan melihat potensi dan kebutuhan 
desa. Adapun visi Desa Kawedusan adalah sebagai berikut : 
“Terbangunnya sistem pemerintahan desa yang transparan 





mandiri, adil, makmur dan sejahtera secara lahir dan batin 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” 
b. Misi 
Misi adalah cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan 
untuk mewujudkan visi yang telah disampaikan. Adapun 
misi yang dilakukan Desa Kawedusan untuk mewujudkan 
visi tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa serta toleransi antar umat beragama guna 
terciptanya kerukunan bermasyarakat. 
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa 
guna mewujudkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. 
3. Mewujudkan pemerintah desa yang baik dan bersih, 
terbebas dari korupsi serta bentuk penyelewengan-
penyelewengan lainnya. 
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara 
terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui 
pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada 





6. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk 
mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak 
sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri. 
4.2 Penyajian Data 
Sebagai langkah dalam penyajian data, pada tahap ini akan diuraikan hasil 
penelitian yang telah diperoleh peneliti di lapangan. Hasil penelitian yang telah 
diperoleh akan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Adapun 
proses penyajian data akan diuraikan sebagai berikut :    
4.2.1 Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan 
keuangan desa di Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten 
Kabupaten Kediri 
Desa merupakan sistem pemerintahan yang diakui kedaulatannya 
bahkan diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurusi pemerintahannya 
sendiri, termasuk dalam mengelola keuangan desa. Setiap desa pasti 
membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa untuk menunjang 
penyelenggaraan pemerintahan desanya, tak terkecuali juga bagi Desa 
Kawedusan. Pelaksanaan good governance harus benar-benar dilaksanakan dan 
mendapat perhatian yang serius dari semua stakeholder  yang ada di desa, baik 
pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya yang ada di desa, guna mencapai 
kemandirian desa dalam mengelola APBDesa. Adapun sumber pendapatan 
yang diperoleh Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri 






Tabel 4. 6 Sumber Pendapatan Desa Kawedusan tahun 2020 
No Sumber Pendapatan Jumlah 
1. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp 1.028.422.400 
2. Transfer   
 Dana desa  Rp 856.348.000 
 Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 472.836.000 
 Penerimaan bagian dari hasil pajak dan 
retribusi 
Rp 68.632.000 
 Bantuan keuangan dari kabupaten Rp 442.500.000 
 Bantuan keuangan dari provinsi Rp 50.000.000 
3. Pendapatan lain-lain Rp 1.687.640,79 
 TOTAL Rp 2.920.426.040,79 
Sumber : APBDesa Kawedusan tahun 2020 
Data diatas menunjukkan bahwa Desa Kawedusan memiliki sumber 
pendapatan yang cukup besar jumlahnya, sehingga dibutuhkan integritas 
pemerintah desa untuk mengelolanya. Untuk mendukung terwujudnya tata 
kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, maka 
pengelolaan keuangan desa harus merujuk pada prinsip-prinsip good 
governance. Sebagai langkah untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip 
good governance dalam pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan 
oleh Pemerintah Desa Kawedusan, didasarkan pada prinsip-prinsip good 
governance menurut UNDP sebagaimana yang dikutip oleh Handoko et al., 
(2016:6). Adapun implementasi prinsip-prinsip good governance dalam 
pengelolaan keuangan desa di Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten 





1. Partisipasi (participation) 
Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting 
untuk memajukan kesejahteraan desa, maka setiap masyarakat juga 
diharapkan keterlibatannya dalam mengelola keuangan desanya. Langkah 
awal dalam pengelolaan keuangan desa yakni tahap perencanaan dapat 
dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam forum diskusi untuk menampung 
semua aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun, dilanjut 
musyawarah desa, dan hasilnya akan ditetapkan dalam Musrenbangdesa 
(musyawarah rencana pembangunan desa). Forum Musrenbangdesa 
Kawedusan menunjukkan tertampungnya aspirasi masyarakat yang 
disesuaikan dengan kebutuhan desa. Berikut hasil wawancara dengan 
Bapak Wysnu, selaku Sekretaris Desa Kawedusan : 
“untuk partisipasi masyarakat bisa dilihat  dari awal kita melakukan 
musdus, musdes dan musrenbangdesa. Musdus itu disesuaikan 
dengan keadaan dusunnya mbak, masalah apa yang sedang dialami 
dusun itu, lalu di musdeskan dengan melihat pagunya kira-kira 
mencukupi nggak dananya, nah kalo sudah baru diadakan 
musrenbangdesa. Dalam musrenbangdesa menghasilkan 
kesepakatan program dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan 
tahun 2020 ini” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 
10.10 WIB di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan)   
Selaras dengan yang diungkapkan Bapak Wysnu, Bapak Dedy selaku 
Kepala Desa Kawedusan juga mengatakan bahwa masyarakat yang terlibat 
dalam Musrenbangdesa adalah perangkat desa, tokoh masyarakat dan 
lembaga-lembaga desa terkait. Hal tersebut didapat berdasarkan hasil 





“masyarakat aktif berpartisipasi dalam forum musrenbangdesa 
mbak. Adapun pesertanya itu perangkat desa, RT, RW, BPD, 
LPMD, tokoh masyarakat, kader posyandu, tokoh agama, bidan 
desa, kalau dijumlah kira-kira bisa 80 orang lah mbak yang ikut itu. 
Nah, dalam musrenbangdesa itu nanti ditetapkan RAB setiap bidang 
sekalian, penetapan itu juga didasarkan skala prioritas desa” (Hasil 
wawancara pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 09.20 WIB di Kantor 
Pemerintah Desa Kawedusan) 
Pernyataan kepala desa dan sekretaris desa juga diperkuat hasil wawancara 
dengan salah satu peserta dari Musrenbangdesa yaitu Bapak Juri, selaku RT 
Dusun Kawarasan Desa Kawedusan yang mengatakan bahwa : 
“saya selaku RT selalu dilibatkan dalam musrenbangdesa itu mbak, 
pemerintah desanya yang mengundang” (Hasil wawancara pada 
tanggal 9 Mei 2021 pukul 18.00 WIB di Rumah Bapak Juri) 
Bapak Pendik, selaku Wakil Ketua BPD juga mengatakan bahwa : 
“tentunya BPD juga selalu dilibatkan mbak, baik dalam 
musrenbangdesa maupun kegiatan lain. Karena salah satu peran 
BPD kan juga ikut mengesahkan anggaran dan pengeluaran desa” 
(Hasil wawancara pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 18.35 WIB di 
Rumah Bapak Pendik) 
 
 
Gambar 4. 3 Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdesa 






Keterlibatan masyarakat tidak hanya pada tahap perencanaan yakni melalui 
Musrenbangdesa, namun dalam tahap pelaksanaan masyarakat juga ikut 
dilibatkan dalam pembangunan fisik yang menggunakan anggaran desa 
sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam tahap pelaksanaan, Desa 
Kawedusan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKDesa) yang 
bertugas melaksanakan program maupun kegiatan yang telah disepakati 
dalam Musrenbangdesa dengan menggunakan tenaga kerja dari desa 
sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Wysnu, selaku Sekretaris 
Desa Kawedusan yang mengatakan bahwa : 
“setelah semua program dan kegiatan disepakati, nanti ada namanya 
TPKDesa mba yang tugasnya melaksanakan program maupun 
kegiatan tersebut. Untuk setiap ada aktivitas pembangunan fisik gitu 
ya mbak, TPKDesa menggunakan tenaga dari masyarakat itung-
itung juga buat nambah lapangan pekerjaan buat masyarakat sini 
mbak” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 10.15 
WIB di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan) 
 
Walaupun sudah terdapat keterlibatan masyarakat, namun berdasarkan hasil 
wawancara juga dinilai bahwa masih terdapat masyarakat yang absen tidak 
mengikuti Musrenbangdesa yang telah diadakan pemerinath Desa 
Kawedusan.  Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Pendik, 
selaku wakil ketua BPD yang mengatakan bahwa : 
“ya kalau saya lihat masyarakat kurang begitu aktif, sebab masih ada 
masyarakat yang diundang Musrenbangdesa absen tidak hadir 
mbak.” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 18.38 





Sebagaimana diperkuat yang dikatakan Bapak Wysnu, selaku Sekretaris 
Desa Kawedusan : 
“kalau partisipasi sebenarnya sudah aktif mbak. Cuma masih ada 
yang absen untuk ikut dalam acara musrenbangdesa, padahal kami 
selaku aparatur untuk selalu mengupayakan mengundang 
masyarakat maupun lembaga masyarakat untuk terlibat.” (Hasil 
wawancara pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 10.25 WIB di Kantor 
Pemerintah Desa Kawedusan) 
2. Aturan hukum (rule of law) 
Indonesia merupakan negara hukum, dimana terdapat banyak sekali 
aturan hukum yang ditetapkan pemerintah dalam menjalankan 
pemerintahan yang baik. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dapat 
dijadikan pedoman sebagai bentuk pengendalian atas semua kegiatan yang 
dijalankan pemerintah. Maka dalam menjalankan pemerintahan harus 
mengikuti pada aturan hukum yang berlaku. 
Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Kawedusan 
berupaya untuk selalu berpedoman dalam aturan yang ada. Aturan hukum 
yang dijadikan pedoman Pemerintah Desa Kawedusan yaitu Permendagri 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana 
Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2020, Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 tahun 2020 tentang 





dengan Bapak Suharto, selaku Kaur Keuangan Desa Kawedusan yang 
mengatakan bahwa : 
“semua prosedur pengelolaan keuangan itu ya harus sesuai dengan 
aturan yang berlaku mbak. Hal itu tertuang dalam Permendagri 
nomor 20 tahun 2018, dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 
40/PMK.07/2020, dari Perbup kita pakai nomor 13 tahun 2020 
untuk mengelola ADD. Semua prosedur hukum sudah kami 
upayakan untuk dijalankan mbak” (Hasil wawancara pada tanggal 
18 Mei 2021 pukul 09.15 WIB di Kantor Pemerintah Desa 
Kawedusan) 
Bapak Dedy, selaku Kepala Desa Kawedusan juga mengatakan bahwa : 
“kalau tentang aturan, desa itu kan punya undang-undang khusus 
yang mengatur yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, namun 
kalau masalah mengelola keuangan aturan yang dipakek ya 
Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu mbak, untuk Perbup Kediri 
juga kita taati. Selain itu, ada juga dari Permendes nomor 11 tahun 
2019” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 09.30 WIB 
di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan) 
Dalam tahap perencanaan, pemerintah Desa Kawedusan menyusun 
Rancangan APBDesa yang disepakti dalam Musrenbangdesa dan sampai 
ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh kepala desa. Peraturan 
Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala 
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa tentang 
APBDesa itu yang dijadikan pedoman bagi pemerintah desa dalam tahap 
pelaksanaan keuangan desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara 
bersama Bapak Dedy, selaku Kepala Desa Kawedusan yang mengatakan 
bahwa : 
“langkah awal kan kami menyusun RAPBDesa yang disepakati 
dalam Musrenbangdesa mbak, setelah sepakat maka saya 





APBDesa itu dijadikan pedoman untuk satu tahun anggaran.  
Sebelum penetapan, nantinya untuk dibahas dan disepakati bersama 
BPD. Setelah disepakati, saya selaku kepala desa memiliki 
kewajiban melaksanakan atas perdes tentang APBDesa tersebut.” 
(Hasil wawancara tanggal 7 Mei 2021 pukul 09.32 WIB di Kantor 
Pemerintah Desa Kawedusan)  
Selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Pendik, selaku Wakil Ketua 
BPD yang mengatakan bahwa : 
“sebelum menetapkan peraturan desa, BPD selalu dilibatkan mbak 
untuk membahas dan menyepakati karena aturannya kan harus gitu 
memang. Seperti dalam penetapan perdes APBDesa tahun 2020 ini 
BPD diikutkan untuk mengesahkan dan nantinya ketika ada 
perubahan pun, BPD wajib untuk dilibatkan mbak” (Hasil 
wawancara tanggal 9 Mei 2021 pukul 18.40 WIB di Rumah Bapak 
Pendik) 
 
Dalam rangka tertib hukum yang didasarkan dengan Permendagri nomor 20 
tahun 2018, kaur keuangan dalam tahap penatausahaan membuat buku 
pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu 
pajak, dan buku pembantu panjar, serta melakukan pencatatan penerimaan 
dan pengeluaran melalui rekening kas desa. hal tersebut diperoleh dari hasil 
wawancara dengan Bapak Suharto, selaku Kaur Keuangan Desa Kawedusan 
yang mengatakan bahwa : 
 “kita menyesuaikan dengan aturan yang ada di Permendagri nomor 
20 tahun 2018 mbak. Disana kaur keuangan wajib mencatat semua 
aktivitas keuangan dalam buku pembantu kas umum yang terdiri 
dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku 
pembantu panjar” (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2021 pukul 
09.20 WIB di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan) 
Adapun dalam tahap pelaporan Pemerintah Desa Kawedusan melaporkan 





Selanjutnya, dalam tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa 
Kawedusan menyampaikan laporan realisasi APBDesa setiap akhir tahun 
anggaran yang disampaikan ke bupati melalui camat serta disampaikan 
kepada masyarakat dan sudah ditetapkan dalam peraturan desa. hal tersebut 
didapat dari hasil wawancara bersama Bapak Dedy, selaku Kepala Desa 
Kawedusan yang mengatakan bahwa : 
“kami selalu melaporkan tepat waktu mba, bahkan sebelum waktu 
yang ditentukan desa kawedusan paling awal memberikan 
laporannya. Kalau sesuai aturan bulan Juli laporannya, namun kami 
sebelum bulan Juli sudah melaporkan. Dan untuk 
pertanggungjawaban juga kami menyampaikan selalu kepada bupati 
melalui camat maupun kepada masyarakat yang sudah ditetapkan 
juga dalam peraturan desa” (Hasil wawancara tanggal 7 Mei 2021 
pukul 09.37 WIB di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan)  
3. Transparansi (transparancy) 
Transparansi merupakan prinsip yang paling penting dalam 
mewujudkan good governance yakni mengenai kebebasan masyarakat 
dalam memperoleh informasi. Transparansi tidak hanya menyangkut 
keterbukaan informasi mengenai suatu penyelenggaraan pemerintahan, 
namun juga keterbukaan terkait aktivitas keuangan. Oleh sebab itu, dalam 
melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang baik 
pemerintah desa dituntut untuk mengelola APBDesa secara tranparan.   
Dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Kawedusan sudah berupaya untuk 
menerapkan prinsip transparansi mulai tahap perencanaan sampai 
pertanggungjawaban. Penyusunan Rancangan APB Desa merupakan wujud 
dari perencanaan keuangan desa. Rancangan APB Desa yang telah disusun 





Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan dan disepakati 
dalam Musrenbangdesa yakni meliputi rencana program dan kegiatan yang 
akan dilakukan dan jumlah dana yang diperlukan desa dan rencana untuk 
realisasinya telah disampaikan melalui Musrenbangdesa. Hal tersebut 
diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak Dedy, selaku Kepala Desa 
Kawedusan mengatakan : 
“dari awal informasi mengenai keuangan desa itu sudah 
disampaikan dalam musrenbangdesa, jadi disana dipaparkan berapa 
dana yang diperoleh desa di tahun 2020, lalu rencana realisasinya 
akan digunakan untuk apa saja itu sudah kami sampaikan saat 
musrenbangdesa, semuanya tapi juga didasarkan pada RKPDesa 
sama ditentukan berdasarkan skala prioritas. Dalam 
musrenbangdesa juga disepakati RAB masing-masing bidang 
mbak” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 09.40 WIB 
di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan) 
Tabel 4. 7 Penetapan Perkiraan Anggaran Masing-Masing 
Bidang 
No. Bidang Jumlah Dana 
1. Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
Rp 1.603.186.800 
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Desa 
Rp 1.041.000.000 
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
Desa  
Rp 161.000.000 
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Desa 
Rp 80.000.000 
5. Penanggulangan Bencana Keadaan 
Darurat dan Mendesak 
Rp 420.000.000 
  Sumber : RKPDesa Kawedusan Tahun 2020 
Dalam tahap pelaksanaan, tugas kaur dan kasi untuk melaksanakan program 
dan kegiatan yang telah disepakati berdasarkan APBDesa. Dalam 





(PPKD) yakni kaur dan kasi setiap melakukan pembangunan fisik yang 
menggunakan anggaran desa selalu diletakkan papan informasi dengan 
tujuan masyarakat mendapatkan kejelasan informasi terkait jumlah dan 
sumber dana yang digunakan. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil 
wawancara bersama Bapak Dedy, selaku Kepala Desa Kawedusan yang 
mengatakan bahwa : 
“setiap ada pembangunan yang menggunakan anggaran desa 
sebagai bentuk transparansinya kami selalu membuat papan 
informasi mbak. Papan tersebut berisi menggunakan dana dari 
sumber yang mana, lalu berapa uang yang dikeluarkan itu sudah 
tertera di papan itu mbak” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Mei 




Gambar 4. 4 Informasi Anggaran Penggunaan Keuangan Desa 
Sumber : Dokumentasi peneliti, 2021 
 
Dalam tahap penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan semua 
penerimaan dan pengeluaran pada satu tahun anggaran. Kaur keuangan 
memiliki tugas dalam mencatat setiap transaksi. Pencatatan seluruh 





transaksi secara tunai, buku bank digunakan untuk pencatatan transaksi 
keuangan yang dilakukan melalui transfer bank, dan buku kas pembantu 
pajak digunakan untuk pencatatan pemotongan dan penyetoran pajak. 
Semua transaksi juga telah dicatat secara jujur dan disampaikan secara 
terbuka melalui aplikasi yaitu sistem keuangan desa (Siskeudes), 
sebagaimana hasil wawancara di lapangan bersama Bapak Suharto, selaku 
Kaur Keuangan Desa Kawedusan sebagai berikut : 
“pencatatan semua dana yang diterima desa sampai pengeluarannya 
sudah disampaikan secara terbuka dan sistematis. Disini saya selaku 
kaur keuangan bertugas mencatat semua transaksi dengan membuat 
buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak. Selain itu 
kita kerjanya juga lewat sistem yaitu Siskeudes itu, semua 
dilaporkan dengan keadaan sesungguhnya” (Hasil wawancara pda 
tanggal 18 Mei 2021 pukul 09.25 WIB di Kantor Pemerintah Desa 
Kawedusan) 
Tahap pelaporan merupakan kewajiban kepala desa dalam menyampaikan 
laporan pelaksanaan APBDesa baik secara semester maupun setiap akhir 
tahun. Pemerintah Desa Kawedusan dalam melaksanakan tahap pelaporan 
melalui publikasi laporan realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran 
yang disampaikan melalui pemasangan banner di Kantor Desa Kawedusan. 
Pemasangan banner laporan realisasi dilaksanakan sebagai bentuk 
keterbukaan Pemerintah Desa Kawedusan mengenai informasi keuangan 
desa, pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak 
Wysnu, selaku Sekretaris Desa Kawedusan : 
“kalau masalah transparansi sebenarnya dilakukan dari tahap awal 
sampai pertanggungjawaban mbak. Laporan tersebut berupa 
realisasi APBDesa yang dilaporkan setiap satu semester maupun 





pakek Siskeudes, jadi semua aktivitas desa yang menggunakan 
anggaran desa dilaporkan melalui Siskeudes itu” (Hasil wawancara 
pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 10.30 WIB di Kantor Pemerintah 
Desa Kawedusan) 
Adapun penerapan transparansi dalam tahap laporan pertanggungjawaban, 
pemerintah desa telah menyampaikan secara terbuka kepada bupati maupun 
masyarakat. Bentuk keterbukaan kepada bupati yakni melaporkan realisasi 
APBDesa setiap akhir tahun anggaran yang sudah ditetapkan dalam 
peraturan desa. Adapun bentuk keterbukaan kepada masyarakat 
menyampaikan realisasi APBDesa tahun anggaran 2020 Desa Kawedusan 
hanya dipublikasikan melalui banner yang terletak di Kantor Pemerintah 
Desa Kawedusan, walaupun sudah terdapat website desa. Laporan 
pertanggungjawaban melalui realisasi APBDesa yang disampaikan kepada 
masyarakat juga hanya secara garis besar saja, adapun jika ingin melihat 
secara rinci dipersilahkan untuk datang ke Kantor Pemerintah Desa 
Kawedusan. Hal tersebut diperoleh dengan hasil wawancara bersama Bapak 
Suharto, selaku Kaur Keuangan Desa Kawedusan yang mengungkapkan 
bahwa : 
“laporan pertanggungjawaban yang disampaikan cuma secara global 
aja mbak kalau untuk masyarakat yaitu dibuatkan banner, kalau 
untuk menggunakan media sosial belum sih mbak, soalnya juga 
tidak ada aturan yang mewajibkan disampaikan lewat media sosial. 
Untuk website desa sebenarnya sudah ada, namun tidak digunakan 
lagi karena tidak ada penanggungjwabnya” (Hasil wawancara pada 







Gambar 4. 5 Publikasi Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2020 
Sumber : Dokumentasi peneliti, 2021 
Walaupun segala tahap sudah terdapat upaya untuk menerapkan prinsip 
transparansi, namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat 
bahwa masyarakat tidak mengetahui jelas tentang aktivitas keuangan Desa 
Kawedusan. Masyarakat merasa bahwa pemerintah Desa Kawedusan tidak 
pernah mensosialisasikan terkait aktivitas keuangan desanya, sehingga 
masyarakat merasa tidak penting mengetahui tentang keuangan desanya. 
Adapun yang dapat mengetahui dari tahap perencanaan sampai 
pertanggungjawaban hanya sebagian masyarakat terutama yang mengikuti 
Musrenbangdesa. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 
bersama Bapak Yadi, selaku masyarakat Desa Kawedusan yang 





“ya gimana ya mbak, desa sendiri juga tidak pernah 
mensosialisasikan ke masyarakat tentang keuangan desa bagaimana 
masyarakat bisa paham. Kalau saya sih biarkan diurus sama 
pemerintah desa sendiri aja mbak” (Hasil wawancara pada tanggal 
9 Mei 2021 pukul 16.05 WIB di Rumah Bapak Yadi) 
Pernyataan Bapak Yadi juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Juri, selaku 
RT Dusun Kawarasan Desa Kawedusan yang mengatakan bahwa : 
“kalau dari saya sih merasa sudah terbuka mbak, karena saya kan 
ikut dalam musrenbangdesa itu. Tapi  saya merasa juga tidak semua 
masyarakat yang tahu, mungkin hanya sebatas orang-orang yang 
terlibat dalam Musrenbangdesa” (Hasil wawancara pada tanggl 9 
Mei 2021 pukul 18.30 WIB di Rumah Bapak Juri) 
4. Akuntabilitas (accountability) 
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban institusi pemerintah maupun 
aparat yang bekerja didalamnya untuk mempertanggungjawabkan segala 
aktivitasnya. Akuntabilitas dilaksanakan oleh pihak yang diberikan amanat, 
hal tersebut juga berlaku bagi pemerintah desa yang diberikan amanat untuk 
mengurusi desanya termasuk dalam mengelola keuangan desa. 
Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan untuk 
mengetahui penggunaan keuangan desa yang telah dianggarkan, maka 
akuntabilitas keuangan sangat penting dilaksanakan.  
 Aktivitas yang ditempuh oleh pemerintah desa dalam 
mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya dalam mengelola keuangan 
desa dimulai dari tahap perencanaan yakni sekretaris desa 
mengoordinasikan penyusunan RAPBDesa berdasarkan RKPDesa tahun 
berkenaan yaitu tahun 2020 pada penelitian ini serta disesuaikan dengan 





peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan 
disepakati bersama BPD. Rancangan APBDesa yang telah disepakati akan 
disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat untuk 
dievaluasi, apabila tidak terdapat revisi maka rancangan peraturan desa 
tersebut ditetapkan sebagai peraturan desa tentang APBDesa oleh kepala 
desa. Hal tersebut didapat dari hasil wawancara bersama Bapak Dedy, 
selaku Kepala Desa Kawedusan yang mengatakan bahwa : 
“jadi langkah awalnya, sekretrais desa mengoordinir untuk 
menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa dan disesuaikan 
dengan RPJMDesa, lalu merancang perdes APBDesa. Rancangan 
perdes APBDesa dimusyawarahkan bersama BPD. Selanjutnya saya 
melaporkan ke bupati melalui camat jika tidak ada revisi maka bisa  
ditetapkan sebagai Perdes.” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Mei 
2021 pukul 09.50 WIB di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan) 
Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan pemerintah desa bertanggungjawab 
terhadap segala sesuatu yang telah disepakati dengan mencatat semua 
aktivitas keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran. Kepala urusan 
dan kepala seksi wajib menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan 
untuk pencairan dana wajib melampirkan SPP (Surat Permintaan 
Pembayaran) sebagai dokumen pengajuan dalam rangka tertib administrasi. 
Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Wysnu, selaku Sekretaris Desa 
Kawedusan : 
“dalam tahap ini setiap kaur dan kasi wajib membuat DPA dan 
mencatat segala kegiatan yang dilakukan dalam buku pembantu 
kegiatan mbak namanya. Dalam pencairan dananya juga harus 
mengajukan SPP dulu mbak tidak bisa sembarangan.” (Hasil 
wawancara pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 10.40 WIB di Kantor 





Dalam tahap penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai 
pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan mencatat segala aktivitas 
keuangan desa dengan membuat buku kas umum, buku pajak, dan buku 
panjar. Penatausahaan keuangan di Desa Kawedusan telah dilaksanakan 
melalui pencatatan setiap penerimaan pada buku kas umum dan ditutup 
setiap akhir bulan. Selain itu, kaur keuangan juga mencatat segala aktivitas 
keuangan untuk diupload ke sistem yaitu Siskeudes yang dibantu tim IT.  
“sebagaimana tugasnya kaur keuangan ya mencatat semua 
penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku 
pajak dan buku panjar mbak. Lalu untuk proses penginputan ke 
Siskeudes kami dibantu 2 tim IT jadi semisal ada error atau masalah 
apa bisa segera dibantu mbak jadi gampang.” (Hasil wawancara 
pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 09.37 WIB di Kantor Pemerintah 
Desa Kawedusan)  
 
Gambar 4. 6 Tampilan Aplikasi Siskeudes 
Sumber : Siskeudes.online, 2021 
Pemerintah desa juga memiliki tanggungjawab dalam melaporkan 
keuangannya. Laporan tersebut dibuat untuk dilaporkan setiap semester 
oleh kepala desa yang dilaporkan kepada bupati melalui camat disertai bukti 
foto. Hal itu diperoleh dari wawancara bersama Bapak Dedy, selaku Kepala 





“alhamdulillah desa sini perangkatnya enak diajak kerjasama mbak. 
Jadi kami selalu mengusahakan untuk tepat waktu dalam laporan. 
Dalam tahap ini saya selaku kepala desa memiliki tanggungjawab 
untuk melaporkan terkait segala kegiatan baik yang sedang 
dilakukan maupun yang telah dilakukan, laporan itu diberikan 
kepada bupati melalui camat setiap semester dan dilengkapi dengan 
bukti foto mbak” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 
09.52 WIB di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan)  
Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan desa yaitu proses 
pertanggungjawaban. Dalam proses pertanggungjawaban kepala desa 
melaporkan terkait realisasi APBDesa yang disampaikan kepada bupati 
melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan 
peraturan desa. Pertanggungjawaban juga disampaikan kepada masyarakat 
melalui laporan realisasi APBDesa yang disampaikan melalui banner yang 
terpasang di Kantor Desa Kawedusan. Hal tersebut sesuai dengan hasil 
wawancara bersama Bapak Dedy, selaku Kepala Desa Kawedusan : 
“untuk proses pertanggungjawaban nanti setelah semua kegiatan 
selesai dilakukan, kami membuat SPJ terkait laporan realisasi 
APBDesa lalu disampaikan kepada bupati lagi melalui camat. Kami 
juga telah melaporkan terkait laporan realisasi APBDesa ke 
masyarakat melalui banner mbak, agar masyarakat juga tahu tentang 
keuangan desa sini.” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Mei 2021 
pukul 09.55 WIB di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan) 
4.2.2 Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi prinsip-
prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa 
Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri 
Penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip good governance 
dalam pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan di Desa Kawedusan, 





governance dalam pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa 
Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu sebagai berikut : 
1. Faktor pendukung implementasi prinsip-prinsip good governance 
dalam pengelolaan keuangan desa  
a. Faktor internal 
Akses jaringan internet memadai 
Sarana dan prasarana yang dimiliki desa sangat berpengaruh kepada 
penyelenggaraan pemerintah desa. Ketersediaan akses internet di 
Kantor Desa Kawedusan menjadi faktor penunjang dalam 
penyelenggaraan desa. Dengan adanya akses internet yang memadai 
dapat membantu Pemerintah Desa Kawedusan untuk menjalankan tugas 
dan kewajibannya dengan mudah terutama dalam pengelolaan keuangan 
desa yakni saat melakukan input data keuangan desa ke Siskeudes. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Dedy, selaku Kepala Desa 
Kawedusan yang mengatakan bahwa : 
“di kantor Desa Kawedusan ini sudah difasilitasi dengan adanya 
wifi, jadi itu sangat membantu dalam melakukan input data ke 
Siskeudes” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Mei 2021 Pukul 
09.57 WIB di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan) 
b. Faktor eksternal  
Kebijakan dan peraturan yang jelas  
Kebijakan dan peraturan yang jelas dapat mendukung terlaksananya 
pengelolaan keuangan dengan baik. Pemerintah telah membuat aturan 
yang jelas terkait pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap 
perencanaan sampai pertanggungjawaban yang tertuang dalam 





Desa. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wysnu, selaku Sekretaris 
Desa :  
“faktor pendukung ya pasti tentang peraturan mbak. Kalau 
pemerintah sudah membuat aturan yang rinci dan jelas ya 
pasti desa itu bisa tertib administrasi. Dalam Permendagri 20 
tahun 2018 kan juga telah dijelaskan tahap-tahap 
pengelolaan keuangan desa bagaimana kan sudah detail 
dijelaskan, selain itu diperkuat dengan Perbup juga ada” 
(Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 11.10 
WIB di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan)  
Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa kebijakan dan 
peraturan yang jelas sangatlah penting. Terutama terkait pedoman 
pengelolaan keuangan desa, sehingga peraturan tersebut menjadi acuan 
yang baku dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kawedusan. 
2. Faktor penghambat implementasi prinsip-prinsip good governance 
dalam pengelolaan keuangan desa  
a. Faktor internal 
1. Kurangnya penguasaan teknologi bagi aparatur desa 
Pada era serba digital pada masa kini telah banyak 
pemanfaatan teknologi informatika dalam menjalankan pekerjaan 
agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Namun perkembangan 
penggunaan teknologi pada instansi pemerintah khususnya 
pemerintah desa masih belum seimbang dengan kompetensi yang 
dimiliki oleh perangkat desa. Keterbatasan kemampuan dalam 
penguasaan tekhnologi juga dapat menghambat kinerja aparatur 
desa. Dalam input data ke Siskeudes, Pemerintah Desa Kawedusan 





sebenarnya pernah membuat website desa, namun karena tidak ada 
penanggungjawab atas keberlangsungan website tersebut maka 
website tidak digunakan lagi.  
2. Media infromasi yang digunakan untuk publikasi laporan 
pertanggungjawaban masih terbatas 
Media informasi merupakan sarana yang penting untuk 
digunakan sebagai alat dalam memperoleh sebuah informasi. Saat 
ini telah banyak media yang digunakan untuk menyebarluaskan 
informasi. Perkembangan teknologi juga berdampak besar pada 
perkembangan media informasi terutama di era digital saat ini. 
Media informasi yang dilakukan Pemerintah Desa Kawedusan 
dalam mendukung transparansi masih terbatas. Dalam upaya 
publikasi kepada masyarakat terkait laporan pertanggungjawaban 
keuangan desanya, aparatur desa hanya melakukan publikasi 
melalui banner. Pemerintah Desa Kawedusan juga hanya 
meletakkan banner tersebut di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan 
saja, sehingga apabila masyarakat ingin mengetahui informasi 
terkait laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut harus pergi 
ke kantor desa terlebih dahulu. 
b. Faktor eksternal 
Dana transfer desa yang sering terlambat 
Ketepatan waktu dalam pencairan dana sangat mempengaruhi 
pelaksanaan kegiatan atau aktivitas desa. Transfer dana yang diberikan 





ditentukan. Hal ini menjadi faktor penghambat dialami oleh Desa 
Kawedusan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut berdasarkan 
wawancara bersama Bapak Suharto, selaku Kaur Keuangan Desa 
Kawedusan yang mengatakan bahwa : 
“dana yang ditransfer ke desa sering terlambat/molor mbak, 
padahal kan ada kegiatan desa yang perlu segera dicairkan 
uangnya jadi saya sebagai kaur keuangan yang bingung 
mencari uangnya darimana, bahkan juga terkadang memakai 
uang pribadi untuk dipinjam dulu.” (Hasil wawancara pada 
tanggal 18 Mei 2021 pukul 09.57 WIB di Kantor Pemerintah 
Desa Kawedusan) 
Hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa apabila transfer 
dana yang diberikan terlambat, maka pelaksanaan kegiatan 
berdasarkan rencana kegiatan yang telah disepakati akan terhambat, 
bahkan pemerintah desa sering memakai uang pribadi untuk 
meminjamkan dana tersebut. 
4.3 Analisis Data 
4.3.1 Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan 
keuangan desa di Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten 
Kabupaten Kediri 
Pemerintah desa memegang peran sangat penting demi tercapainya tata 
pemerintahan yang baik di desa. Pengaturan pemerintahan desa tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur 
mengenai hak yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan 





desa, pemerintah desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola keuangan 
desanya, sebab penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dilepaskan dari 
faktor pendanaan, baik pendapatan yang bersumber dari desa sendiri maupun 
dari dana transfer. Pendanaan atau pengalokasian dana menjadi faktor 
pendukung dalam pelaksanaan otonomi desa (Sadu dan Tahir, dalam Hutami, 
2017). Pendanaan yang diterima desa harus dikelola dan dapat 
dipertanggungjawabkan melalui setiap tahap pengelolaan. 
Pengelolaan keuangan desa merupakan tugas dan tanggungjawab yang 
harus dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Desa Kawedusan merupakan 
salah satu desa di Kabupaten Kediri yang menerima sumber keuangan desa baik 
dari pendapatan asli desa maupun dari dana transfer yang dikelola secara 
mandiri dalam mendukung terselenggaranya pemerintah desa. Jumlah anggaran 
desa yang berasal dari dana transfer yang dikirim ke rekening kas desa serta 
pendapatan asli yang dimiliki desa memiliki jumlah yang cukup besar. Jumlah 
anggaran yang diterima desa yang cukup besar tersebut dalam beberapa kondisi 
rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparatur 
pemerintah desa. Penyelewengan tersebut dapat dihindari apabila terdapat 
kesamaan visi misi kepala desa dengan aparatur pemerintah desa untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Kawedusan dengan merujuk pada 
prinsip-prinsip good governance menurut UNDP sebagaimana yang dikutip 
oleh Handoko et al., (2016:6) yang disesuaikan dengan fokus penelitian dapat 





1. Partisipasi (participation) 
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat penerapan 
konsep good governance. Menurut UNDP sebagaimana dikutip oleh 
Handoko et al., (2016:6) partisipasi merupakan setiap orang atau warga 
masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama 
dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui 
lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-
masing. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga telah dijelaskan 
bahwa dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan asas partisipatif 
yang berarti suatu penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melibatkan 
kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dalam konteks good 
governance partisipasi masyarakat menuntut adanya hubungan atau 
keterkaitan masyarakat dengan pemerintah, bukan dalam bentuk 
keterwakilan (Azhar, 2015:64). Partisipasi dapat dipahami sebagai bentuk 
keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan 
menunjukkan sistem pemerintahan yang demokratis. Masyarakat harus 
dilibatkan penuh dalam tahap-tahap pengelolaan keuangan desa, mulai dari 
tahap perencanaan atau proses kebijakan anggaran sampai dengan 
pengawasan.  
Gullick (dalam Wijaya dan Danar, 2013:4) mendefinisikan bahwa 
perencanaan merupakan serangkaian suatu kegiatan yang akan 
dilaksanakan termasuk dalam penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat 





pengelolaan keuangan di Desa Kawedusan diawali dengan musyawarah 
dusun, dilanjut musyawarah desa dan dilakukan penetapan dalam 
Musrenbangdesa yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), RT, RW, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), 
bidan desa, kader posyandu, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat 
Desa), tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membahas berbagai usulan 
dari masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Kawedusan dalam forum 
Musrenbangdesa bertujuan untuk menggali informasi tentang kondisi dan 
kebutuhan masyarakat, untuk selanjutnya ditetapkan dan dirumuskan dalam 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang disesuaikan dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), serta sebagai 
acuan dalam penyusunan RAB.  
Pelaksanaan Musrenbangdesa Kawedusan tahun 2020 
menghasilkan penetapan perkiraan anggaran masing-masing bidang yaitu 
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 1.603.186.800, 
bidang pelaksana pembangunan desa sebesar Rp 1.041.000.000, bidang 
pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp 161.000.000, bidang 
pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp 80.000.000, dan bidang 
penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak sebesar Rp 
420.000.000. Keterlibatan masyarakat Desa Kawedusan dalam kegiatan 
Musrenbangdesa dapat dijadikan bukti bahwa keputusan yang dihasilkan 
dalam perencanaan keuangan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan 





dalam forum Musrenbangdesa tidak hanya sebagai ajang formalitas namun 
dapat menentukan arah strategi kebijakan yang ingin dicapai sesuai 
kesepakatan bersama (Azhar, 2015:65). 
Partisipasi masyarakat Desa Kawedusan dalam pengelolaan 
keuangan desa juga dapat dilihat dalam tahap pelaksanaan. Pelaksanaan 
atau implementasi menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2007:144) 
sebagai tahap pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, 
organisasi, prosedur, dan teknik saling bekerjasama demi tercapainya 
tujuan-tujuan kebijakan dan berbagai program. Berdasarkan program dan 
kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati dalam Musrenbangdesa, 
maka Pemerintah Desa Kawedusan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan 
Desa (TPK Desa). Adapun tugas dari TPK Desa yakni melaksanakan 
kegiatan sesuai yang telah disepakati dengan menggunakan tenaga atau 
partisipasi dari masyarakat Desa Kawedusan. Hal tersebut juga sesuai 
dengan isi dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan 
bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan swakelola, 
artinya memaksimalkan penggunaan bahan dari wilayah setempat dan 
gotong royong melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas 
kesempatan kerja.     
Pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
keuangan desa di Desa Kawedusan dapat diamati melalui indikator-
indikator partisipasi sebagaimana pendapat Krina (2003:21) menyebutkan 





masyarakat. Dalam tahap perencanaan program dan penganggaran, 
Pemerintah Desa Kawedusan telah melibatkan masyarakat dalam forum 
Musrenbangdesa yang dihadiri oleh perangkat desa, RT, RW, LPMD 
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), bidan desa, BPD, kader 
posyandu, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan tokoh 
agama. Musrenbangdesa merupakan forum dialogis antara pemerintah desa 
dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan 
menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan desa (Fitrah, 
2019:21).  
Indikator pelaksanaan partisipasi kedua yakni terdapat akses 
masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan 
keputusan. Fakta di lapangan yaitu masyarakat Desa Kawedusan diberikan 
wadah untuk bebas menyampaikan pendapat dalam Musrenbangdesa terkait 
program apa yang ingin dibangun serta jumlah anggaran dananya yang 
ditetapkan dengan skala prioritas desa. Adapun indikator yang ketiga yaitu 
fokus pemerintah dengan memberikan arah dan mengundang oranglain 
untuk berpartisipasi. Pemerintah Desa Kawedusan mengupayakan 
keterlibatan masyarakat dengan membentuk TPKDesa yang menggunakan 
tenaga dari masyarakat Desa Kawedusan. Selain itu, Pemerintah Desa 
Kawedusan selalu berkomitmen untuk mengundang masyarakat dan 
lembaga desa untuk terlibat dalam Musrenbangdesa. Pernyataan tersebut 
juga diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Zaman (2020:73) yang 





beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdesa 
menunjukkan desa tersebut telah melaksanaan prinsip partisipasi dengan 
baik.  Namun, nampaknya indikator ini masih belum terlaksana dengan baik 
karena berdasarkan temuan yang dilakukan peneliti masih terdapat 
masyarakat yang absen tidak mengikuti Musrenbangdesa walaupun sudah 
mendapat undangan dari pemerintah Desa Kawedusan, hal tersebut dapat 
dibuktikan peneliti dengan melihat pada laporan presensi dalam berita acara 
Musrenbangdesa Kawedusan tahun 2020.  
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Desa 
Kawedusan telah melaksanaan prinsip partisipasi dan telah sesuai dengan 
indikator partisipasi. Namun dalam prinsip partisipasi masih menjadi 
perhatian bahwa masih terdapat masyarakat yang absen tidak berpartisipasi 
dalam Musrenbangdesa. 
2. Aturan hukum (rule of law) 
Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat demokratisasi yaitu 
terdapat aturan hukum yang ditegakkan secara adil. UNDP sebagaimana 
dikutip oleh Handoko et al., (2016:6)  menjelaskan bahwa aturan hukum 
harus ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan tentang hak asasi 
manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara 
hukum, yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan 





undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh. Dalam 
rangka tertib hukum, Pemerintah Desa Kawedusan dalam mengelola 
aktivitas keuangan desanya selalu berpedoman pada beberapa aturan yang 
ada. Adapun beberapa aturan yang dijadikan pedoman dalam mengelola 
desanya, terutama mengelola keuangan desanya yaitu sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020, perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2020. 
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Perencanaan Pembangunan Desa 
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Alokasi 
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 
Secara rinci dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Kawedusan 
mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan 
keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa 
Kawedusan mengupayakan selalu tertib sesuai aturan mulai dari tahap 





perencanaan, pemerintah Desa Kawedusan menyusun Rancangan APBDesa 
untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa 
Nomor 7 tahun 2020 yang ditetapkan bersama BPD dan disahkan pada 
tanggal 14 April 2020. Peraturan desa dibuat dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi namun tetap memperhatikan kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat (Nurcholis, 2011:113). Dalam tahap 
pelaksanaan, kaur dan kasi Pemerintah Desa Kawedusan melaksanakan 
program dan kegiatan disesuaikan dengan rincian biaya yang terdapat dalam 
peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran 2020. Sebagai pelaksana 
fungsi kebendaharaan, kaur keuangan Desa Kawedusan membuat buku 
pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu 
pajak, dan buku pembantu panjar, serta melakukan pencatatan penerimaan 
dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Selanjutnya, pemerintah Desa 
Kawedusan melaporkan realisasi APBDesa setiap semester kepada Bupati 
Kediri melalui Camat Plosoklaten tepatnya pada bulan Juli. Sebagai langkah 
pertanggungjawaban, pemerintah Desa Kawedusan melaporkan kepada 
bupati dan masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran tepatnya bulan 
Januari.  
Sejauh ini penerapan indikator good governance yakni aturan 
hukum dalam pengelolaan keuangan Desa Kawedusan Kecamatan 
Plosoklaten sudah optimal dengan mengacu pada aturan yang ada. 





perencanaan sampai pertanggungjawaban secara tertib telah sesuai dengan 
aturan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
pengelolaan keuangan desa.  
3. Transparansi (transparancy) 
Menurut UNDP sebagaimana yang dikutip oleh Handoko (2016:6) 
transparansi merupakan keterbukaan atas segala tindakan dan kebijakan 
yang dibangun dalam rangka kebebasan memperoleh informasi akurat. 
Sedarmayanti (2004:7) juga menjelaskan bahwa transparansi merupakan 
kebebasan dalam memperoleh informasi sehingga dapat membangun rasa 
percaya antara masyarakat dengan pemerintah. Transparansi dalam 
pengelolaan keuangan, terutama pemerintah desa mutlak harus dilakukan. 
Transparansi keuangan merupakan salah satu prinsip yang dapat 
mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance).   
Dalam rangka memperkuat otonomi desa dan percepatan 
pembangunan, anggaran yang diberikam pemerintah kepada setiap desa 
dengan jumlah yang tidak sedikit. Sebagaimana sumber dana yang diterima 
Desa Kawedusan pada anggaran tahun 2020 juga cukup besar yakni sebesar 
Rp 2.920.426.040,79. Dengan jumlah dana yang cukup besar tersebut, maka 
pemerintah desa dituntut untuk bertanggungjawab secara terbuka atas 
segala aktivitas keuangan desanya. Dalam menjalankan prinsip transparansi 
pada tahap awal yakni tahap perencanaan, pemerintah Desa Kawedusan 





diterima desa untuk dibahas terkait Rancangan APBDesa tahun anggaran 
2020 dalam forum Musrenbangdesa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan 
program sesuai yang telah disusun dan disepakati dalam Musrenbangdesa, 
para Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dalam rangka 
keterbukaan informasi kepada kepala desa dengan mencatat semua 
penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan buku pembantu 
kegiatan. Adapun bentuk transparansi kepada masyarakat dengan cara 
memasang papan informasi terkait jumlah dan sumber dana yang dipakai 
dalam setiap pembangunan fisik. Dalam tahap penatausahaan, segala 
aktivitas keuangan desa bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Desa 
Kawedusan telah dicatat pada buku kas umum dan semua transaksi dicatat 
melalui aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP yaitu Siskeudes.  
Salah satu indikator transparansi yakni terdapat mekanisme yang 
memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi terhadap segala 
tindakan aparat publik (Arsik dan Lawelai, 2020:5). Tuntutan transparansi 
dalam tahap pelaporan yang dilakukan pemerintah Desa Kawedusan yaitu 
melaporkan semua aktivitas keuangan kepada Bupati Kediri melalui Camat 
Plosoklaten yakni pada bulan Juli berupa laporan pelaksanaan APBDesa 
dan laporan realiasi kegiatan dengan dilengkapi bukti yang sah. Menurut 
Mardiasmo (2006:3) pertanggungjawaban atau biasa disebut dengan istilah 
akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban yang disampaikan 





maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Laporan 
pertanggungjawaban disampaikan setiap akhir tahun anggaran.  
Keterbukaan informasi laporan pertanggungjawaban keuangan Desa 
Kawedusan kepada masyarakat masih mengalami keterbatasan media 
publikasi yakni hanya disampaikan melalui banner yang diletakkan di 
Kantor Pemerintah Desa Kawedusan. Terdapatnya website desa namun 
tidak difungsikan lagi membuat pemerintah Desa Kawedusan hanya 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui banner saja dan isi 
yang dilaporkanpun juga hanya secara global. Dalam banner dijelaskan 
hanya memuat laporan realisasi APBDesa dan sisa anggaran. Apabila 
masyarakat ingin melihat secara rinci terkait aktivitas keuangan desa harus 
datang ke kantor desa terlebih dahulu, namun untuk peraturan terbaru tidak 
semua masyarakat diperbolehkan mengakses ataupun meminta laporan 
tersebut tanpa ada izin yang jelas. 
Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sebagaimana dikutip oleh 
Tundunaung et al., (2018:4) menyebutkan bahwa terdapat 6 indikator dalam 
pelaksanaan transparansi, indikator pertama terdapat informasi yang mudah 
diakses dan dipahami (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan ataupun 
program). Pemerintah Desa Kawedusan dalam pengelolaan keuangan desa  
memberikan informasi mengenai dana yang diterima dan rencana realisasi 
disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musrenbangdesa. Indikator 
kedua adanya publikasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. 





pelaksanaan yang dilakukan PPKDesa Kawedusan dengan pemasangan 
papan informasi terkait sumber dana dan jumlah dana yang dikeluarkan 
dalam setiap pembangunan fisik, selain itu detail keuangan Desa 
Kawedusan dapat dilihat dari tahap penatausahaan melalui aplikasi 
Siskeudes, namun masyarakat tidak diberikan akses untuk melihat aktivitas 
keuangan di Siskeudes.  
Indikator ketiga yaitu adanya laporan berkala yang disertai dokumen 
dan bukti fisik terhadap perkembangan pembangunan. Tahap pelaporan 
yang dilaksanakan Desa Kawedusan yang dilaporkan kepada Bupati Kediri 
melalui Camat Plosoklaten berisi laporan pelaksanaan APBDesa tahun 2020 
dan laporan realisasi kegiatan yang dilaporkan setiap satu semester. 
Indikator keempat yaitu adanya laporan tahunan mengenai keuangan dan 
dapat diakses masyarakat. Laporan tahunan dapat dilihat dalam tahap 
pertanggungjawaban yang berisi laporan realisasi APBDesa tahun anggaran 
2020, namun laporan tersebut hanya disampaikan melalui banner yang 
terletak di Kantor Pemerintah Desa Kawedusan. Adapun indikator kelima 
yaitu terdapat website untuk media publikasi. Pemerintah Desa Kawedusan 
dalam melakukan publikasi hanya terbatas pada banner yang disampaikan 
secara garis besar saja, untuk website desa tidak dapat digunakan lagi sebab 
tidak terdapat penanggungjawabnya, padahal terdapatnya website desa 
dapat membantu dalam upaya mewujudkan transparansi dengan mudah. 
Adanya website desa diharapkan dapat seluruh kegiatan desa mulai dari 





mudah oleh masyarakat (Nabilah, 2017:2). Indikator keenam yaitu adanya 
pedoman dalam melakukan penyebaran informasi. Penyebaran informasi 
terkait pengelolaan keuangan Desa Kawedusan masih terbatas, hal tersebut 
ditemukan peneliti saat wawancara dengan masyarakat bahwa tidak semua 
masyarakat Desa Kawedusan memahami aktivitas keuangan Desa 
Kawedusan, sehingga peneliti menilai bahwa yang mengetahui terkait 
aktivitas keuangan hanya masyarakat tertentu yang dilibatkan dalam 
Musrenbangdesa saja. 
Walaupun pemerintah Desa Kawedusan sudah berupaya 
menjalankan prinsip transparansi, namun berdasarkan hasil wawancara dan 
observasi peneliti dengan masyarakat bahwa keterbukaan informasi tersebut 
belum sepenuhnya diketahui masyarakat secara luas. Masyarakat merasa 
tidak pernah disosialisasikan tentang keuangan desanya, sosialisasi tersebut 
hanya pada masyarakat yang mengikuti Musrenbangdesa, sedangkan 
masyarakat yang tidak mengikuti Musrenbangdesa tersebut tidak 
memahami sama sekali tentang aktivitas keuangan desanya. Pelaksanaan 
transparansi juga masih menjadi kendala sebagaimana hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh Utomo et al., (2018) yaitu dalam laporan keuangan 
yang disampaikan kepada masyarakat hanya sebatas pembangunan fisik, 
sedangkan laporan terperinci tidak disampaikan dan tidak diketahui oleh 
masyarakat.   
Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip 





belum optimal, hal tersebut dilihat bahwa keterbukaan informasi tentang 
keuangan desa masih diketahui hanya pada sebagian masyarakat yang 
mengikuti Musrenbangdesa saja. Selain itu, walaupun sudah terdapat 
website desa namun media publikasi laporan realisasi APBDesa tahun 
anggaran 2020 masih mengalami keterbatasan yakni hanya menggunakan 
banner yang disampaikan hanya secara garis besar saja yang diletakkan di 
Kantor Pemerintah Desa Kawedusan. 
4. Akuntabilitas (accountability) 
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai syarat dasar untuk mencegah 
penyalahgunaan kekuasaan para pembuat kebijakan. Menurut Budiardjo 
sebagaimana yang dikutip oleh Ramli (2017:21) menjelaskan bahwa 
akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban dari pihak yang 
memperoleh mandat dalam menjalankan pemerintahan kepada pihak yang 
memberi mandate yakni masyarakat. Akuntabilitas sebagai bentuk 
kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan 
dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu 
fungsi dari pemerintah desa adalah mengemban amanah dari masyarakat 
desa secara akuntabel. Peran besar yang diterima desa juga semakin besar 
pula tanggungjawabnya. Oleh karena itu, pemerintah desa juga harus bisa 
menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana 
semua penyelenggaraan pemerintahan harus dapar dipertanggungjawabkan 





Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa 
Kawedusan dalam mengelola keuangan desa dimulai dari tahap 
perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Langkah awal dalam 
menjalankan suatu kegiatan harus melalui rencana yang disusun sesuai 
kesepakatan. Gullick (dalam Wijaya dan Danar, 2013:4) menerangkan 
bahwa perencanaan merupakan serangkaian kegiatan yang akan 
dilaksanakan termasuk dalam penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat 
program serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan. Dalam tahap 
perencanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah Desa Kawedusan 
diawali dengan penyusunan Rancangan APBDesa tahun anggaran 2020 
yang dikoordinir oleh sekretaris desa, dilanjutkan dengan menyusun 
rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran 2020 yang 
dimusyawarahkan bersama BPD. RAPBDesa tersebut disampaikan Kepala 
Desa Kawedusan kepada bupati melalui Camat Plosoklaten, apabila tidak 
ada revisi maka peraturan desa tentang APBDesa disahkan oleh kepala desa. 
Melihat proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Kawedusan 
telah dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku dan telah 
dilaksanakan tahap verifikasi kepada bupati melalui camat, hal tersebut 
menunjukkan suatu bentuk akuntabilitas vertikal (vertical accountability) 
atau pertanggungjawaban pemerintah desa kepada otoritas yang lebih tinggi 
(Mardiasmo, 2009:21). 
Dalam tahap pelaksanaan kaur dan kasi Desa Kawedusan bertindak 





melaksanakan kegiatan dan program sesuai dalam APBDesa tahun 
anggaran 2020. Dalam tahap pelaksanaan, kaur dan kasi Desa Kawedusan 
menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang terdiri dari rencana 
kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana 
anggaran biaya, serta setiap melakukan pencairan dana harus menyertakan 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disetujui oleh kepala desa. 
Sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, kaur keuangan memegang 
tanggungjawab penuh dalam tahap penatausahaan. Kaur keuangan Desa 
Kawedusan mencatat semua aktivitas keuangan dengan membuat buku kas 
umum, buku pajak, dan buku panjar. Selain itu, kaur keuangan juga 
mencatat semua aktivitas mulai dari penerimaan sampai pengeluaran dalam 
aplikasi Siskeudes. Siskeudes merupakan suatu aplikasi yang 
dikembangkan oleh BPKP selaku pengemban mandat untuk melakukan 
pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan desa (Maharani, 2020:3). 
Namun, dalam pengaplikasian aplikasi Siskeudes tersebut kaur keuangan 
kurang begitu kompeten sehingga dalam pengoperasian melalui Siskeudes 
harus dibantu oleh tim IT.  
Pelaporan merupakan pemberian keterangan mengenai segala hal 
yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan (Gullick dalam Wijaya dan 
Danar, 2013:4). Kepala Desa Kawedusan sebagai pemegang kuasa penuh 
dalam pengelolaan keuangan desa melaporkan terkait keuangan desa 
kepada Bupati Kediri melalui Camat Plosoklaten berisi realisasi anggaran 





pertama dan laporan pada akhir tahun anggaran 2020. Laporan yang 
dimaksud terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi 
kegiatan. Pelaporan keuangan di Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten 
Kabupaten Kediri juga telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam 
Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa 
yang menyatakan bahwa pelaporan dilaksanakan oleh kepala desa dengan 
menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada 
bupati/walikota melalui camat. 
Pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan 
keuangan desa. Pemerintah Desa Kawedusan dalam melaksanakan tugas 
pengelolaan keuangan desa telah menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan realisasi APBDesa tahun anggaran 
2020 dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati Kediri melalui Camat 
Plosoklaten setiap semester dan akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban 
yang disampaikan Kepala Desa Kawedusan kepada Bupati Kediri melalui 
Camat Plosoklaten termasuk dalam jenis akuntabilitas vertikal (vertical 
accountability) yakni pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada 
otoritas yang lebih tinggi (Mardiasmo, 2009:21). Tidak hanya kepada 
bupati, pemerintah Desa Kawedusan juga menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa laporan realisasi APBDesa 
tahun anggaran 2020 melalui banner yang terpasang di Kantor Desa 
Kawedusan. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada 





accountability) yakni bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau 
masyarakat luas (Mardiasmo, 2009:21).  Sehingga dapat dikatakan bahwa 
Pemerintah Desa Kawedusan sudah melaksanakan akuntabilitas baik secara 
vertikal maupun horizontal.  
4.3.2 Faktor Pendukung dan faktor penghambat implementasi prinsip-
prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa 
Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri 
1. Faktor pendukung implementasi prinsip-prinsip good 
governance dalam pengelolaan keuangan desa  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat 
diketahui faktor pendukung implementasi prinsip-prinsip good 
governance dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa 
Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah 
sebagai berikut : 
a. Faktor internal 
Akses jaringan internet yang memadai 
Sarana dan prasarana yang dimiliki desa sangat 
mempengaruhi kualitas kinerja aparatur desa, terutama sarana 
jaringan internet. Akses jaringan internet yang memadai menjadi 
sarana penting dalam aktivitas pengelolaan keuangan desa. Hal 
ini kemudian menjadi faktor pendukung dalam proses 
pengelolaan keuangan di Desa Kawedusan melalui aplikasi 





pemanfaatan dukungan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk mempercepat proses akuntabilitas. Dukungan akses 
jaringan internet yang ada di Desa Kawedusan adalah 
tersedianya sarana wifi dan frekuensi jaringan yang cukup stabil 
dalam menjalankan sistem aplikasi Siskeudes. Oleh karena itu 
setiap aktivitas keuangan yang berkenaan dengan Siskeudes 
dapat dilakukan dengan cepat. 
b. Faktor eksternal 
Kebijakan dan peraturan yang jelas menjadi faktor 
pendukung dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Kawedusan 
dalam pengelolaan keuangan desa berpedoman pada 
Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Dengan terbitnya aturan 
dalam Permendagri maka aparatur pemerintah desa khususnya 
Desa Kawedusan lebih mudah dalam melaksanakan setiap tahap 
pengelolaan, sebab didalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 
telah dijelaskan secara rinci terkait tahap pengelolaan keuangan 
desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban. Maka berdasarkan hal 
tersebut dapat dilihat bahwa paraturan dan  kebijakan yang jelas 
menjadi faktor pendukung dalam melakukan segala aktivitas 
desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa, sehingga 





2. Faktor penghambat implementasi prinsip-prinsip good 
governance dalam pengelolaan keuangan desa 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat 
diketahui faktor penghambat implementasi prinsip-prinsip good 
governance dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa 
Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah 
sebagai berikut : 
a. Faktor internal  
1. Kurangnya penguasaan teknologi bagi aparatur desa 
Pada era serba digital pada masa kini telah banyak 
pemanfaatan teknologi informatika dalam menjalankan 
pekerjaan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 
Namun perkembangan penggunaan teknologi pada instansi 
pemerintah khususnya pemerintah desa masih belum 
seimbang dengan kompetensi yang dimiliki oleh perangkat 
desa. Pengelolaan keuangan desa di Desa Kawedusan telah 
memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi yang 
dikembangkan oleh BPKP yaitu Siskeudes. Namun dengan 
kapasitas aparatur Desa Kawedusan rata-rata pendidikan 
akhir yaitu SMA belum menjamin kemampuan dalam 
mengoperasikan Siskeudes. Meskipun Siskeudes telah 
dirancang sebagai suatu aplikasi yang user friendly, tetapi 
dalam proses input data pada Siskeudes, aparatur Desa 





fungsi kebendaharaan mengalami kesulitan sehingga harus 
membutuhkan bantuan dari tim IT. Kurangnya penguasaan 
teknologi bagi apatatur Desa Kawedusan yaitu faktor usia 
yang tidak muda lagi, sehingga dalam upaya penguasaan 
teknologi yang serba canggih sangat kesulitan.  
2. Media informasi yang digunakan untuk publikasi laporan  
pertanggungjawaban masih terbatas 
Media informasi merupakan sarana penting yang 
digunakan sebagai alat dalam memperoleh sebuah informasi. 
Dalam menyebarkan informasi telah banyak media yang bisa 
digunakan apalagi sekarang hidup dalam lingkup serba 
digital. Dengan penggunaan media digital, semua kegiatan 
dapat dilakukan dengan cara yang lebih praktis dan mudah. 
Kemudahan dalam menjalankan kegiatan tersebut termasuk 
dalam melakukan publikasi laporan pertanggungjawaban 
keuangan oleh pemerintah. Namun seiring dengan 
perkembangan teknologi yang ada, Desa Kawedusan masih 
belum melaksanakan publikasi laporan pertanggungjawaban 
keuangan melalui media informasi digital. Walaupun Desa 
Kawedusan sudah memiliki website desa, namun karena 
tidak memiliki penanggungjawab dalam pengoperasian 
website desa maka tidak digunakan lagi, sehingga publikasi 





terbatas pada pemasangan banner yang terletak di Kantor 
Desa Kawedusan. Selain itu, penempatan banner dirasa 
kurang strategis karena diletakkan di depan gedung 
pertemuan Desa Kawedusan yang tempatnya jauh dari ruang 
kerja aparatur desa sebagai tempat pelayanan kepada 
masyarakat. Akses masyarakat terhadap informasi laporan 
pertanggungjawaban keuangan desa masih kurang praktis, 
karena masyarakat harus datang ke Kantor Desa Kawedusan 
apabila ingin mengetahui laporan pertanggungjawaban 
keuangan. 
b. Faktor eksternal  
Dana transfer desa yang sering terlambat 
Sumber keuangan desa menjadi faktor penentu 
keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yabbar & Hamzah 
(2015:222) bahwa tanpa adanya keuangan desa, maka 
penyelenggaraan pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan 
baik bahkan “lumpuh”, karena keuangan desa diibaratkan 
“darah” dalam tubuh pemerintahan desa. Keterlambatan dalam 
transfer dana ke desa juga sangat berpengaruh terhadap segala 
aktivitas desa. Hal tersebut dialami oleh pemerintah Desa 
Kawedusan bahwa dana yang ditransfer dari pusat sering 
terlambat dari waktu yang ditentukan, yang mana seharusnya 





namun pencairan tersebut molor sampai bulan keempat. 
Keterlambatan transfer dana yang diterima Desa Kawedusan 
tersebut menjadi hambatan aparatur desa dalam pengelolaan 
keuangan. Selain itu, keterlembatan transfer dana tersebut 
mengakibatkan tertundanya progam dan kegiatan yang telah 





BAB V  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan 
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka implementasi prinsip-prinsip 
good governance dalam pengelolaan keuangan desa dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan 
keuangan desa di Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten 
Kediri 
1. Partisipasi 
Prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa 
Kawedusan telah dilakukan. Namun masih perlu ditingkatkan lagi 
sebab masih terdapat masyarakat yang absen untuk berpartisipasi 
dalam mengikuti Musrenbangdesa.  
2. Aturan hukum 
Pemerintah Desa Kawedusan dalam mengelola keuangan desanya 
dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban telah 
menerapkan prinsip aturan hukum yakni telah sesuai dengan 






3. Transparansi  
Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di 
Desa Kawedusan belum optimal sebab tidak semua masyarakat 
mengetahui aktivitas keuangan serta masih mengalami keterbatasan 
publikasi yakni hanya melalui banner yang hanya diletakkan di 
Kantor Pemerintah Desa Kawedusan dan disampaikan secara garis 
besar saja. 
4. Akuntabilitas   
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada 
masyarakat, Pemerintah Desa Kawedusan telah melaksanakan 
sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya semua berpegang teguh terhadap aturan yang 
ada.  
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi prinsip-prinsip good 
governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kawedusan 
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri 
1. Faktor pendukung implementasi prinsip-prinsip good governance 
dalam pengelolaan keuangan desa 
a. Faktor Internal : akses jaringan internet memadai 





2. Faktor penghambat implementasi prinsip-prinsip good governance 
dalam pengelolaan keuangan desa 
a. Faktor Internal : kurangnya penguasaan teknologi bagi aparatur 
desa, media informasi yang digunakan untuk publikasi laporan 
pertanggungjawaban masih terbatas 
b. Faktor Eksternal : dana transfer desa yang sering terlambat 
5.2 Saran 
Dalam rangka usaha untuk menyempurnakan pelaksanaan prinsip-prinsip 
good governance dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Kawedusan 
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan berdasarkan hambatan yang dialami 
dalam pelaksanaan good governance maka peneliti memberikan saran sebagai 
berikut : 
1. Pemerintah Desa Kawedusan supaya meningkatkan keterbukaan informasi 
kepada masyarakat luas dengan cara mengadakan sosialisasi kepada 
masyarakat luas terkait jalannya keuangan desanya, dimulai dari sumber 
dana yang diterima serta pelaksanannya. Keterbukaan informasi tidak hanya 
pada peserta Musrenbangdesa saja, melainkan masyarakat luas juga 
memiliki hak untuk mengetahui aktivitas keuangan desanya sehingga dapat 
terlaksananya transparansi secara maksimal. 
2. Pemerintah Desa Kawedusan sebaiknya mengaktifkan kembali terkait 
website desanya. Salah satu manfaat dengan adanya website desa dapat 





keterbukaan dan kemudahan memperoleh informasi, terutama dalam hal 
pengelolaan keuangan desa.  
3. Transfer dana yang diberikan ke desa sering terlambat, sebaiknya 
pemerintah mampu menyalurkan dana pada awal tahun anggaran sesuai 
ketentuan supaya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan dapat berjalan 
lancar. 
4. Pemerintah dan dinas terkait sebaiknya lebih intensif lagi dalam melakukan 
sosialisasi dan pelatihan terhadap aparatur pemerintah desa dalam 
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa. 
5. Masyarakat Desa Kawedusan juga supaya meningkatkan kesadaran dirinya 
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Lampiran  1 Pedoman Wawancara 
Narasumber : Kepala Desa  
1. Apa saja sumber pendapatan keuangan di Desa Kawedusan? 
2. Siapa saja yang bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa di Desa 
Kawedusan? 
3. Aturan/hukum apa saja yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan 
keuangan di Desa Kawedusan? 
4. Menurut bapak, apakah dalam pengelolaan keuangan Desa Kawedusan 
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? 
5. Apakah terdapat kendala dalam pengimplementasian aturan tersebut? 
6. Apakah Kepala desa memiliki aturan untuk memberi sanksi apabila terdapat 
aparatur yang melakukan penyelewengan terhadap anggaran desa? 
7. Dalam pengelolaan keungan desa dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam 
pengelolaan keuangan desa? 
8. Bagaimana mekanisme/proses dalam perencanaan keuangan di Desa 
Kawedusan? 
9. Bagaimana peran Kepala desa menjalankan fungsinya pada proses 
perencanaan keuangan desa?  
10. Siapa saja yang terlibat dalam Musrenbangdesa di Desa Kawedusan?  
11. Apakah masyarakat terlibat aktif untuk memberikan saran dan kritik dalam 
Musrenbangdesa? 
12. Apakah pemerintah desa mempublikasikan kepada masyarakat luas terkait 
hasil Musrenbangdesa yang telah disepakati? 
13. Apa tugas dan kewajiban pemerintah desa dalam proses pelaksanaan 
keuangan desa? 
14. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa Kawedusan selalu 
didukung dengan bukti lengkap dan sah? 
15. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan 





16. Bagaimana mekanisme/proses dalam penatausahaan keuangan di Desa 
Kawedusan? 
17. Apakah kaur keuangan sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan atau 
prosedur dalam penatausahaan keuangan desa? 
18. Hambatan apa yang dialami pemerintah desa dalam penatausahaan 
keuangan desa? 
19. Bagaimana proses dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di 
Desa Kawedusan? 
20. Kepada siapakah laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah dibuat 
akan disampaikan? 
21. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses laporan 
pertanggungjawaban?  
22. Apakah laporan pertanggungjawaban keuangan desa sudah dilakukan 
secara transparan? 
23. Media apa yang digunakan pemerintah desa untuk mempublikasikan 
laporan pertanggungjawaban tersebut? 
24. Apakah masyarakat dapat melihat seluruh laporan keuangan Desa 
Kawedusan atau hanya terbatas pada laporan-laporan tertentu saja? 
25. Apakah dalam proses pertanggungjawaban kepada masyarakat terdapat 
kritikan dari masyarakat? 
26. Apa faktor penghambat yang dihadapi Desa Kawedusan dalam upaya 
pengelolaan keuangan desa? (baik secara internal dan eksternal) 
27. Apa faktor pendukung Desa Kawedusan dalam pengelolaan keuangan desa? 
(baik secara internal dan eksternal) 
Narasumber : Sekretaris Desa 
1. Berasal dari mana saja sumber keuangan yang diperoleh Desa Kawedusan? 
2. Siapa saja yang bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa di Desa 
Kawedusan? 
3. Dalam mengelola keuangan desa, apa hukum/aturan yang dijadikan 
pedoman? 





5. Dalam pengelolaan keungan desa dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam 
pengelolaan keuangan desa? 
6. Bagaimana mekanisme/proses dalam perencanaan keuangan di Desa 
Kawedusan? 
7. Bagaimana peran Sekretaris desa dalam proses perencanaan keuangan desa?  
8. Apakah masyarakat terlibat aktif memberikan masukan terkait RAPBDesa? 
9. Kapankah rancangan peraturan desa disepakati dan dimusyawarakan? 
10. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran 
desa? 
11. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan 
melalui rekening kas desa? 
12. Bagaimana proses dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di 
Desa Kawedusan? 
13. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses laporan 
pertanggungjawaban? 
14. Kepada siapakah laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat akan 
disampaikan? 
15. Media apa yang digunakan pemerintah desa untuk mempublikasikan 
laporan pertanggungjawaban tersebut? 
16. Apakah masyarakat dapat melihat seluruh laporan keuangan Desa 
Kawedusan atau hanya terbatas pada laporan-laporan tertentu saja? 
17. Apakah dalam proses pertanggungjawaban kepada masyarakat terdapat 
kritikan dari masyarakat? 
18. Apa faktor penghambat yang dihadapi Desa Kawedusan dalam upaya 
pengelolaan keuangan desa? (baik secara internal dan eksternal) 
19. Apa faktor pendukung Desa Kawedusan dalam pengelolaan keuangan desa? 
(baik secara internal dan eksternal) 
Narasumber : Kaur Keuangan 
1. Apa saja sumber pendapatan keuangan di Desa Kawedusan? 






3. Dalam mengelola keuangan desa, apa hukum/aturan yang dijadikan 
pedoman? 
4. Bagaimana mekanisme/proses dalam perencanaan keuangan di Desa 
Kawedusan? 
5. Siapa saja yang terlibat dalam Musrenbangdesa? 
6. Apa tugas dan kewajiban kaur keuangan dalam proses pelaksanaan 
keuangan desa? 
7. Dalam menjalankan fungsi kebendaharaan, apa saja tugas dan kewajiban 
kaur keuangan dalam penatausahaan keuangan desa? 
8. Kesulitan apa yang dialami kaur keuangan dalam melaksanakan 
penatausahaan keuangan desa? 
9. Menurut bapak, apakah dengan Siskeudes sangat membantu dalam 
percepatan pelaporan? 
10. Bagaimana proses dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di 
Desa Kawedusan? 
11. Apakah setiap akhir bulan bendahara menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada kepala desa? 
12. Kepada siapakah laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat akan 
disampaikan? 
13. Media apa yang digunakan pemerintah desa untuk mempublikasikan 
laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut? 
14. Apakah masyarakat dapat melihat seluruh laporan keuangan Desa 
Kawedusan atau hanya terbatas pada laporan-laporan tertentu saja? 
15. Apakah dalam proses pertanggungjawaban kepada masyarakat terdapat 
kritikan dari masyarakat? 
16. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi 
pengelolaan keuangan desa (mulai dari perencanaan-pertanggungjawaban)? 
17. Apa faktor penghambat yang dihadapi Desa Kawedusan dalam upaya 
pengelolaan keuangan desa? (baik secara internal dan eksternal) 
18. Apa faktor pendukung Desa Kawedusan dalam pengelolaan keuangan desa? 





Narasumber : BPD  
1. Apa keterlibatan BPD dalam pengelolaan keuangan Desa Kawedusan? 
2. Apakah BPD selalu dilibatkan dalam Musrenbangdesa Kawedusan? 
3. Apakah masyarakat aktif menyampaikan aspirasinya kepada BPD? 
4. Sebelum Musrenbangdesa dilaksanakan, apakah BPD mengadakan 
musyawarah sendiri terlebih dahulu untuk membahas beberapa masukan 
yang telah diberikan masyarakat? 
5. Apakah pemerintah Desa Kawedusan mempublikasikan hasil 
Musrenbangdesa kepada masyarakat luas? 
6. Menurut bapak, apakah masyarakat Desa Kawedusan ikut serta dalam 
mengawasi pengelolaan keuangan desanya? 
7. Apakah BPD menerima dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan 
Desa Kawedusan? 
8. Apakah pemerintah desa sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan 
baik dalam mengelola keuangan desanya? 
9. Apakah pengelolaan keuangan Desa Kawedusan sudah sesuai dengan 
aturan/hukum yang berlaku? 
10. Menurut bapak, apakah pengelolaan keuangan Desa Kawedusan sudah 
dilaksanakan secara transparan kepada masyarakat? 
Narasumber : Masyarakat 
1. Apakah bapak mengetahui apa saja sumber keuangan di Desa Kawedusan? 
2. Apakah bapak menegtahui berapa jumlah dana yang diterima Desa 
Kawedusan? 
3. Apakah pemerintah desa Kawedusan pernah mensosialisasikan mengenai 
pengelolaan keuangan desa ke masyarakat luas? 
4. Apakah bapak ikut dilibatkan dalam Musrenbangdesa dalam perencanaan 
RAPBDesa? 
5. Menurut bapak, apakah pemerintah desa sudah menjalankan fungsinya 
dengan baik dalam mengelola keuangan desa? 
6. Apakah pemerintah desa Kawedusan mempublikasikan hasil 





7. Menurut bapak, apakah pengelolaan keuangan Desa Kawedusan sudah 
dilakukan secara terbuka kepada masyarakat? 
8. Apakah bapak menerima dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan 
desa dari aparatur pemerintah Desa Kawedusan? 
9. Apakah pemerintah desa mempublikasikan laporan pertanggungjawaban 
keuangan desa kepada masyarakat?  




























Lampiran  5 Log Book Penelitian 
No. Tanggal/Waktu Uraian Kegiatan TTD 
1.  Jumat, 30 April 
2021  
Pukul : 09.00 WIB 
Peneliti menyerahkan surat izin 
penelitian ke lokasi penelitian yaitu 
Kantor Desa Kawedusan Kecamatan 
Plosoklaten Kabupaten Kediri. 
 
2.  Jumat, 7 Mei 2021 
Pukul : 09.00-
11.00 WIB 
Peneliti melakukan wawancara dengan 
Bapak Dedy Santoso, selaku Kepala 
Desa Kawedusan di Kantor Pemerintah 
Desa Kawedusan. 
 
3.  Minggu, 9 Mei 
2021  
Pukul : 16.10-17.00 
WIB  
Peneliti melakukan wawancara bersama 
Bapak Yadi, selaku masyarakat Desa 
Kawedusan di Rumah Bapak Yadi. 
 
4. Minggu, 9 Mei 
2021  
Pukul : 18.00-18.40 
WIB  
Peneliti melakukan wawancara bersama 
Bapak Juri, selaku RT (Rukun 
Tetangga) di Rumah Bapak Juri. 
 
5.  Minggu, 9 Mei 
2021 
Pukul : 18.50-19.30 
WIB  
Peneliti melakukan wawancara bersama 
Bapak Pendik, selaku Wakil Ketua BPD 
Desa Kawedusan di Rumah Bapak 
Pendik 
 
6. Senin, 10 Mei 2021 
Pukul : 08.00 WIB 
Peneliti meminta beberapa data terkait 
profil Desa Kawedusan kepada 
sekretaris desa.  
7. Selasa, 18 Mei 
2021  
Pukul : 09.00-10.00 
WIB  
Peneliti melakukan wawancara bersama 
Bapak Suharto, selaku Kaur Keuangan 








8.  Selasa, 18 Mei 
2021 
Pukul : 10.10-11.30 
WIB  
Peneliti melakukan wawancara bersama 
Bapak Wysnu, selaku Sekteratis Desa 
Kawedusan di Kantor Pemerintah Desa 
Kawedusan. 
 
9.  Kamis, 20 Mei 
2021  
Pukul : 09.30-10.30 
WIB 
Peneliti meminta beberapa data 
penunjang dari hasil wawancara yang 
tertuang dalam RPJMDesa, RKPDesa, 
laporan realisasi APBDesa, dll  
10.  Senin, 24 Mei 2021 Peneliti melakukan dokumentasi di 







Lampiran  6 Dokumentasi Lapangan 
                                   
Wawancara bersama Bapak Dedy selaku Kepala Desa Kawedusan 
 
 






Wawancara bersama Bapak Suharto selaku Kaur Keuangan Desa Kawedusan 
 
 






Wawancara bersama Bapak Juri selaku RT Dusun Kawarasan Desa Kawedusan 
 
 
Wawancara bersama Bapak Yadi selaku masyarakat Desa Kawedusan 
 
 
